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ABSTRAK 

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN  

OLEH APARATUR SIPIL NEGARA  

(Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk) 

 

Oleh 

SEVI YUNIKA SARI 

Banyaknya kasus korupsi yang ada diIndonesia salah satunya dilakukan oleh aparatur 

negara yang harusnya memiliki kewajiban menjaga integritas dalam menjalankan 

tugasnya, namun realitanya praktik korupsi yang melibatkan aparatur negara 

disalahgunakan untuk keuntungan pribadinya mengakibatkan kerugian keuangan 

negara. Hal tersebut mendesak adanya pertanggungjawaban yang tegas dan sesuai 

dengan ketentuan hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi, khususnya dalam 

hal pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. 

Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah pertanggungjawaban pidana 

terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam 

putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk dan apakah yang menjadi dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN 

Tjk. 

Metode penelitian yang digunakan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang bersumber dari 

lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber, data skunder yang bersumber 

dari kepustakaan, dan data tersier dari jurnal, internet, kamus dll. Sedangkan 

pengolahan data dilakukan dengan metode seleksi data, klasifikasi data, dan 

sistematika data. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Pertanggungjawaban Pidana 

terhadap terdakwa tindak pidana korupsi bahwa terdakwa terbukti secara sah 

melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang yaitu memiliki kesalahan atau 

kesengajaan, mampu bertanggungjawab dimana terdakwa tidak mengalami gangguan 

kejiwaan atau cacat mental, dan tidak ada alasan pemaaaf. Dasar pertimbangan hakim 

terhadap terdakwa tindak pidana korupsi terdiri dari pertimbangan yuridis sesuai 

dengan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini berkaitan dengan tindak 

pidana korupsi dijatuhkan pidana dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor  



3 
 

Sevi Yunika Sari 

31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pertimbangan filosofis 

dengan adanya pemidanaan terhadap terdakwa untuk memperbaiki perilaku serta 

memberikan efek jera agar terdakwa tidak melakukannya kembali, dan pertimbangan 

sosiologis dimana terdakwa merupakan seorang aparatur negara, dijatuhkannya 

putusan tersebut diharapkan mejadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan 

perbuatan yang tidak dibenarkan. 

 

Saran yang penulis berikan untuk penelitian ini adalah Perlunya pengawasan yang 

ketat khususnya kepada aparatur negara itu sendiri selaku pelaksana dan pengawal 

jalannya pemerintahan serta pelaksana kebijakan publik. Hal tersebut sebagai upaya 

preventif dengan menindak tegas aparatur negara yang melakukan penyimpangan 

terhadap peraturan perundang-undangan untuk meminimalisir terjadinya kerugian 

keuangan negara sejak dini. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Aparatur 

Sipil Negara. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMINAL ACTS OF 

CORRUPTION COMMITTED BY CIVIL SERVANTS 

(Study of Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk) 

 

By 

SEVI YUNIKA SARI 

 

The numerous corruption cases in Indonesia are often perpetrated by state officials, 

who should be obligated to maintain integrity in carrying out their duties. However, 

in reality, corrupt practices involving state officials are misused for personal gain, 

resulting in state financial losses. This calls for strict legal accountability for 

perpetrators of corruption, particularly regarding the restitution of state financial 

losses resulting from their actions. The problem in this research is how is the 

criminal responsibility for corruption crimes committed by state civil servants in 

decision number 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk and what is the basis for the judge's 

consideration in imposing criminal penalties for corruption crimes committed by 

state civil servants in decision number 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk. 

 

The research methods used are normative and empirical. The types and sources of 

data consist of primary data from the field in the form of interviews with informants, 

secondary data from literature, and tertiary data from journals, the internet, 

dictionaries, etc. Meanwhile, data processing is carried out using data selection, data 

classification, and data systematics. 

 

The results of the research and discussion show that the Criminal Responsibility for 

the defendant in the crime of corruption is that the defendant is legally proven to 

have committed an act of abusing authority, namely having made a mistake or 

intention, is able to take responsibility where the defendant does not suffer from 

mental disorders or mental disabilities, and there is no reason to excuse. The basis 

for the judge's considerations regarding the defendant in the corruption crime 

consists of legal considerations in accordance with applicable laws in this case 

related to the crime of corruption, which is sentenced under Article 3 in conjunction 

with Article 18 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 

2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with 

Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code, philosophical considerations with 

the existence of criminal punishment for the defendant to improve behavior and  
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provide a deterrent effect so that the defendant does not do it again, and sociological 

considerations where the defendant is a state apparatus, the imposition of this 

decision is expected to be a lesson for the community so that they do not commit 

unjustified acts. 

 

The author's suggestion for this research is the need for strict oversight, particularly 

of state officials themselves, as the implementers and guardians of government and 

public policy. This is a preventative measure by taking firm action against state 

officials who violate laws and regulations, in order to minimize the occurrence of 

state financial losses early on. 

 

Keywords: Criminal Liability, Criminal acts of Corruption, State Civil Servants. 
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MOTTO 

 

 

"Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat,  

bukan hanya diingat" 

 

(Imam Syafi’i) 

 

"Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak pernah mencoba" 

 

(Roy T. Bennett) 

 

"Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah  

kepada Allah, dan jangan malas (patah semangat)" 

 

(HR. Muslim, no. 2664) 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah 

korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia 

bahkan sudah tergolong extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah 

merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah 

meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan 

nasional.
1
 Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi 

makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat 

tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku 

dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan me ìmeìntingkan diri 

seìndiri (seìlf inteìreìst), bahkan seìlfishneìss.
2
 

Seìcara seìdeìrhana, tindak pidana koruìpsi dapat dipahami seìbagai suìatuì peìrbuìatan 

cuìrang, yaituì deìngan meìnyeìleìweìngkan atauì meìnggeìlapkan keìuìangan neìgara yang 

dimaksuìdkan uìntuìk meìmpeìrkaya diri seìndiri yang dapat me ìruìgikan neìgara atauì 

peìnyeìleìweìngan atauì peìnggeìlapan uìang neìgara uìntuìk keìpeìntingan pribadi dan 

oranglain.
3
 

Tindak pidana koruìpsi juìga meìruìpakan beìntuìk keìjahatan yang dilakuìkan seìcara 

sisteìmatis dan teìrorganisir deìngan baik, seìrta dilakuìkan oleìh orang-orang yang 

meìmpuìnyai keìduìduìkan dan peìranan peìnting dalam tatanan sosial masyarakat. Tindak  

                                                             
1
 Ermalnsjalh Djaljal, (2010), Melmbelralntals Korupsi Belrsalmal KPK (Komisi Pelmbelralntalsaln Korupsi), 

Jalkalrtal: Sinalr Gralfikal, hlm. 13 
2
 M. Umelr Chalpral, (1995),  Islalm alnd Economic Challlelngel, USA: IIIT daln Thel Islalmic Foundaltion, 

hlm. 220 
3 Aziz Syalmsudin, (2011), Tindalk Pidalnal Khusus, Jalkalrtal: Sinalr Gralfikal, hlm. 35 
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pidana koruìpsi di Indoneìsia diatuìr dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahuìn 1999 

teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koruìpsi yang saat ini su ìdah dipeìrbaharuìi 

meìnjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahuìn 2001. 

Peìrkeìmbangan masalah koruìpsi yang ada di Indone ìsia beìbeìrapa tahuìn ini masih saja 

teìruìs meìningkat. Peìrsoalan meìngapa koruìpsi teìruìs meìningkat di Indoneìsia, kareìna 

peìnyeìbab teìrjadinya koruìpsi sangat muìltifaseìt, yang mana peìlakuì tindak pidana ini 

tidak pandang buìluì deìngan kata lain siapapuìn dapat meìlakuìkan tindak pidana 

koruìpsi. Praktik koruìpsi teìrjadi hampir di se ìtiap lapisan birokrasi
4
 salah satuìnya di 

Peìmeìrintahan Daeìrah. Seìlanjuìtnya pada tabeìl dibawah ini akan meìmpeìrlihatkan data 

tindak pidana koruìpsi beìrdasarkan instansi: 

Tabeìl Grafik 1. Data Tindak Pidana Koru ìpsi beìrdasarkan Instansi 

 

Suìmbeìr: diolah dari laporan KPK dari tahuìn 2004 s.d. 2024 

Pada gambar diatas meìmbeìrikan data bahwa tindak pidana koruìpsi dari tahuìn 2004 

sampai deìngan Deìseìmbeìr 2024 yang paling tinggi teìrdapat di Instansi Pe ìmeìrintah 

Kabuìpateìn/ Peìmeìrintahan Kota deìngan juìmlah 624 kasuìs. Data ini meìnuìnjuìkkan 

                                                             
4
 Firmaln Hallalwal daln Edi Seltialdi, (2016), Korupsi delngaln Nilali Kelrugialn seldikit, Balndung: Melgal 

Ralncalgel prelss, hlm. 3 
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bahwa koruìpsi teìrjadi pada seìmuìa lini peìmeìrintahan dari puìsat sampai keì daeìrah yang 

meìngartikan bahwa reìformasi birokrasi haruìs teìruìs diuìpayakan uìntuìk meìngatasi 

peìrmasalahan teìrseìbuìt. 

Koruìpsi oleìh para aparatuìr peìmeìrintahan meìruìpakan tindakan yang dilaku ìkan oleìh 

para peìgawai atauì peìjabat peìmeìrintah yang meìnguìtamakan keìpeìntingan dan keìpuìasan 

pribadi deìmi meìndapat keìkayaan deìngan cara meìngambil uìang atauì aseìt neìgara milik 

rakyat dan diguìnakan uìntuìk meìmeìnuìhi keìinginan pribadinya. Se ìcara teìoritik, koruìpsi 

teìrjadi kareìna duìa peìrsoalan, yakni kareìna ada keìbuìtuìhan (corruìption by neìeìd), dan 

kareìna sikap rakuìs uìntuìk meìnuìmpuìk keìkayaan (corruìption by greìeìd). Jika hanya 

peìrsoalan keìbuìtuìhan, maka seìcara rasional, seìtiap orang yang te ìlah teìrpeìnuìhi 

keìbuìtuìhannya (seìpeìrti peìgawai yang teìlah meìmiliki gaji teìtap), tidak akan meìlakuìkan 

koruìpsi. Akan teìtapi, seìbagaimana uìraian peìnjeìlasan di atas, meìnjadi ironislah 

keìadaannya jika peìgawai neìgeìri seìndiri yang meìlakuìkan tindak pidana koruìpsi.
5
  

Beìrdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahuìn 2023 teìntang Aparatuìr Sipil Neìgara, 

yang dimaksuìd deìngan Aparatuìr Sipil Neìgara yang seìlanjuìtnya disingkat ASN adalah 

profeìsi bagi peìgawai neìgeìri sipil dan peìgawai peìmeìrintah deìngan peìrjanjian keìrja 

yang beìkeìrja pada instansi peìmeìrintah. Peìjabat peìmeìrintah (peìnyeìleìnggara neìgara) 

atauì Aparatuìr Sipil Neìgara yang beìrsih meìnjadi peìnting dan sangat dipe ìrluìkan uìntuìk 

meìnghindari prakteìk-prakteìk koruìpsi yang tidak saja meìlibatkan peìjabat 

beìrsangkuìtan, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indoneìsia akan beìrada dalam 

posisi yang sangat diruìgikan. Tindak pidana koruìpsi teìrbanyak yang teìrjadi saat ini 

diantaranya adalah kasuìs yang teìrkait deìngan tindakan dan keìbijakan seìorang peìjabat 

peìmeìrintah (peìnyeìleìnggara neìgara) atauì Aparatuìr Sipil Neìgara dalam jabatannya. 

 

                                                             
5 Nalomi Salri Kristialni Halrelfal, Galbriell Kelvin Malnik, Indral Kelvin Yonalthaln Malrpalung, & Sonyal 

Airini Baltubalral. (2020). Dalsalr Pelrtimbalngaln Halkim Telrhaldalp Tindalk Pidalnal Korupsi Yalng 

Dilalkukaln Olelh Pelgalwali Nelgelri Sipil (PNS): Studi Kalsus Putusaln Pelngaldilaln Nelgelri Meldaln Nomor: 

73/PID.SUS-TPK/2018/PN.Mdn. SIGn Jurnall Hukum, Univelrsitals Primal Indonelsial, 2(1), hlm.32 
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Tindak pidana koruìpsi yang dilakuìkan oleìh aparatuìr neìgara teìrjadi keìtika peìjabat 

puìblik atauì peìgawai neìgeìri meìmanfaatkan posisi dan keìweìnangannya seìcara ileìgal 

deìmi meìmpeìroleìh keìuìntuìngan pribadi atauì keìlompok teìrteìntuì. Peìrbuìatan ini seìcara 

jeìlas beìrteìntangan deìngan tuìgas pokok meìreìka diatuìr dalam Pasal 11 Undang-

Undang Nomor 20 Tahuìn 2023 teìntang Aparatuìr Sipil neìgara yaituì meìlaksanakan 

keìbijakan puìblik yang dibuìat oleìh Peìjabat Peìmbina Keìpeìgawaian seìsuìai deìngan 

peìratuìran peìruìndang-uìndangan, meìmbeìrikan peìlayanan puìblik yang profeìsional dan 

beìrkuìalitas.  

Peìnyalahguìnaan jabatan seìmacam ini tidak hanya me ìruìpakan peìlanggaran teìrhadap 

huìkuìm dan peìratuìran yang beìrlakuì, teìtapi juìga meìmiliki dampak yang sangat 

meìruìgikan, yaituì meìruìsak keìpeìrcayaan masyarakat teìrhadap instituìsi peìmeìrintahan. 

Akibatnya, inteìgritas dan kreìdibilitas siste ìm peìmeìrintahan meìnjadi teìrkoyak, 

seìhingga eìfeìktivitas peìlaksanaan tuìgas neìgara meìnjadi teìrgangguì dan citra neìgara 

dalam meìngeìlola keìseìjahteìraan puìblik ikuìt teìrceìmar. Oleìh kareìna ituì, tindakan 

koruìpsi oleìh aparatuìr neìgara haruìs ditindak teìgas meìlaluìi meìkanismeì huìkuìm yang 

jeìlas dan transparan, agar keìadilan dapat diteìgakkan, keìruìgian neìgara dapat 

dipuìlihkan, seìrta agar aparatuìr neìgara teìtap meìnjalankan peìrannya seìcara profeìsional, 

juìjuìr, dan beìrtangguìng jawab. 

Peìrtangguìngjawaban pidana bagi peìlakuì tindak pidana koruìpsi pada dasarnya 

beìrfokuìs pada uìpaya peìngeìmbalian keìruìgian keìuìangan neìgara yang timbuìl akibat 

tindakan koruìpsi teìrseìbuìt. Hal ini diwuìjuìdkan meìlaluìi peìneìrapan pidana tambahan, 

seìpeìrti peìmbayaran uìang peìngganti, seìrta pidana deìnda yang dituìjuìkan uìntuìk 

meìmuìlihkan keìadaan keìuìangan neìgara. Namuìn deìmikian, peìneìrapan pidana peìnjara 

seìbagai salah satuì beìntuìk pidana pokok tidak boleìh diabaikan, teìruìtama meìngingat 

seìmakin maraknya kasuìs koruìpsi saat ini. Pe ìnjatuìhan huìkuìman peìnjara meìmiliki 

peìran peìnting dalam meìmbeìrikan eìfeìk jeìra yang kuìat, seìhingga dapat meìnimbuìlkan 

keìsadaran dan meìnceìgah aparatuìr neìgara mauìpuìn masyarakat luìas uìntuìk teìrlibat 

dalam tindakan koruìpsi.  
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Salah satuì contoh kasuìs tindak pidana koruìpsi di Provinsi Lampuìng yaituì kasuìs 

koruìpsi yang teìrjadi di Kab. Tuìlang Bawang Lampuìng oleìh Syahbari, S.E. bin Ali 

Basyah meìruìpakan seìorang Aparatuìr Sipil Neìgara seìlakuì PPTK (Peìjabat Peìlaksana 

Teìknis Keìgiatan) tahuìn 2018 dan beìndahara peìngeìluìaran tahuìn 2019 pada Seìkreìtariat 

DPRD Kab. Tuìlang Bawang, teìlah teìrbuìkti beìrsalah meìlakuìkan tindak pidana koruìpsi 

beìrdasarkan Puìtuìsan peìngadilan nomor 34/Pid.Suìs-TPK/2020/PN Tjk. 

Hasil Auìdit Peìnghituìngan Keìruìgian Neìgara oleìh BPKP Peìrwakilan Provinsi 

Lampuìng Nomor : SR-797/PW08/5/2020 tanggal 18 Juìni 2020 atas Peìngeìlolaan 

Anggaran Seìkreìtariat DPRD Kabuìpateìn Tuìlang Bawang Tahuìn Anggaran 2018-2019 

seìbeìsar Rp3.708.195.850,00 (tiga milyar tu ìjuìh ratuìs deìlapan juìta seìratuìs seìmbilan 

puìluìh lima deìlapan ratuìs lima puìluìh ruìpiah). 

Beìrdasarkan Puìtuìsan Nomor 34/Pid.Suìs-TPK/2020/PN Tjk,  Syahbari, S.E. bin Ali 

Basyah meìlanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahuìn 1999 jo. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahuìn 2001 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana 

Koruìpsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Hakim meìnjatuìhkan pidana peìnjara seìlama 4 

(eìmpat) tahuìn seìrta deìnda seìjuìmlah Rp. 100.000.000,- (seìratuìs juìta ruìpiah) apabila 

deìnda teìrseìbuìt tidak dibayar diganti de ìngan pidana kuìruìngan seìlama 4 (eìmpat) buìlan, 

dan meìmbayar uìang peìngganti seìjuìmlah Rp. 2.038.322.650,00 (duìa milyar tiga puìluìh 

deìlapan juìta tiga ratuìs duìa puìluìh duìa juìta eìnam ratuìs lima puìluìh ruìpiah). 

Beìrdasarkan latar beìlakang yang suìdah dipaparkan diatas, maka peìnuìlis teìrtarik uìntuìk 

meìngakaji peìneìlitian deìngan juìduìl “Analisis Peìrtangguìngjawaban Pidana Teìrhadap 

Tindak Pidana Koruìpsi Yang Dilakuìkan Oleìh Aparatuìr Sipil Neìgara (Stuìdi Puìtuìsan 

Nomor 34/Pid.Suìs-TPK/2020/PN Tjk).” 

B. Peìrmasalahan dan Ruìang Lingkuìp 

1. Peìrmasalahan  

Beìrdasarkan latar beìlakang yang teìlah peìnuìlis uìraikan diatas, maka yang me ìnjadi 

peìrmasalahan dalam peìneìlitian ini yaituì : 
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a. Bagaimanakah peìrtangguìngjawaban pidana teìrhadap tindak pidana koruìpsi yang 

dilakuìkan oleìh Aparatuìr Sipil Neìgara (Stuìdi Puìtuìsan Nomor 34/Pid.Suìs-

TPK/2020/PN Tjk)? 

b. Apakah yang meìnjadi dasar peìrtimbangan huìkuìm bagi hakim dalam 

meìnjatuìhkan pidana teìrhadap tindak pidana koruìpsi yang dilakuìkan oleìh 

Aparatuìr Sipil Neìgara (Stuìdi Puìtuìsan Nomor 34/Pid.Suìs-TPK/2020/PN Tjk)? 

2. Ruìang Lingkuìp  

Ruìang lingkuìp peìneìlitian didalam skripsi ini dibatasi pada bidang ilmuì huìkuìm 

pidana, khuìsuìsnya meìngeìnai peìrtangguìngjawaban pidana teìrhadap tindak pidana 

koruìpsi yang dilakuìkan oleìh Aparatuìr Sipil Neìgara seìrta dasar peìrtimbangan huìkuìm 

bagi hakim dalam meìnjatuìhkan puìtuìsan pidana teìrhadap tindak pidana koruìpsi yang 

dilakuìkan oleìh Aparatuìr Sipil Neìgara dalam Puìtuìsan Nomor 34/Pid.Suìs-

TPK/2020/PN Tjk. Peìneìlitian ini akan dilakuìkan pada wilayah huìkuìm Peìngadilan 

Neìgeìri Tanjuìng Karang dan Fakuìltas Huìkuìm Univeìrsitas Lampuìng tahuìn 2025.   

C. Tuìjuìan dan Keìguìnaan Peìneìlitian 

1. Tuìjuìan Peìneìlitian 

Seìsuìai deìngan peìrmasalahan yang te ìlah diuìraikan, maka tuìjuìan dari peìneìlitian ini 

adalah: 

a. Untuìk meìngeìtahuìi peìrtangguìngjawaban pidana teìrhadap tindak pidana koruìpsi 

yang dilakuìkan oleìh Aparatuìr Sipil Neìgara dalam Puìtuìsan Nomor 34/Pid.Suìs-

TPK/2020/PN Tjk. 

b. Untuìk meìngeìtahuìi dasar peìrtimbangan huìkuìm bagi hakim dalam meìnjatuìhkan 

pidana teìrhadap tindak pidana koruìpsi yang dilakuìkan oleìh Aparatuìr Sipil 

Neìgara dalam Puìtuìsan Nomor 34/Pid.Suìs-TPK/2020/PN Tjk. 

2. Keìguìnaan Peìneìlitian 

a. Keìguìnaan Teìoritis 

Hasil peìneìlitian ini diharapkan dapat be ìrguìna uìntuìk meìnambah wawasan ilmuì 

peìngeìtahuìan di bidang kajian ilmuì huìkuìm pidana, khuìsuìsnya peìrmasalahan yang 

beìrkaitan deìngan peìrtangguìngjawaban pidana dan dasar peìrtimbangan huìkuìm bagi 
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hakim dalam meìnjatuìhkan puìtuìsan pidana teìrhadap tindak pidana koruìpsi yang 

dilakuìkan oleìh Aparatuìr Sipil Neìgara. 

b. Keìguìnaan Praktis 

Seìcara praktis peìneìlitian ini diharapkan dapat beìrmanfaat seìbagai suìmbangan 

peìmikiran dan masuìkan bagi aparat peìneìgak huìkuìm, khuìsuìsnya teìrkait 

peìrtangguìngjawaban pidana dan dasar pe ìrtimbangan huìkuìm bagi hakim dalam 

meìnjatuìhkan puìtuìsan pidana teìrhadap tindak pidana koruìpsi yang dilakuìkan oleìh 

Aparatuìr Sipil Neìgara. 

D. Keìrangka Teìoritis dan Konseìptuìal 

1. Keìrangka Teìoritis 

Keìrangka teìoritis adalah konseìp–konseìp yang meìruìpakan abstraksi dan hasil 

peìmikiran atauì keìrangka acuìan yang pada dasarnya beìrtuìjuìan uìntuìk meìngadakan 

ideìntifikasi teìrhadap dimeìnsi-dimeìnsi social yang dianggap reìleìvan oleìh peìneìliti.
6
 

Adapuìn keìrangka teìoritis yang diguìnakan dalam peìneìlitian ini adalah seìbagai beìrikuìt: 

a. Teìori Peìrtangguìngjawaban Pidana 

Peìrtangguìngjawaban pidana (teìoreìkeìnbaarddheìid atauì criminal reìsponsibility) adalah 

suìatuì meìkanismeì uìntuìk meìneìntuìkan apakah seìseìorang teìrdakwa atauì teìrsangka 

dipeìrtangguìngjawabkan atauì suìatuì tindak pidana teìrjadi atauì tidak. 

Peìrtangguìngjawaban pidana dibangu ìn oleìh huìkuìm pidana uìntuìk beìreìaksi teìrhadap 

peìlanggaran atas keìseìpakatan meìnolak suìatuì peìrbuìatan teìrteìntuì. Dipidananya 

seìseìorang tidaklah cuìkuìp apabila orang ituì teìlah meìlakuìkan peìrbuìatan yang 

beìrteìntangan deìngan huìkuìm atauì beìrsifat meìlawan huìkuìm. Peìrbuìatan meìskipuìn 

meìmeìnuìhi ruìmuìsan deìlik dalam uìndang-uìndang dan tidak dibeìnarkan, namuìn beìluìm 

meìmeìnuìhi syarat peìnjatuìhan pidana. Peìmidanaan masih meìmeìrluìkan syarat yaituì 

orang yang meìlakuìkan peìrbuìatan haruìs meìmpuìnyai keìsalahan.
7
 

                                                             
6
 Soelrjono Soelkalnto, (1986), Pelngalntalr Pelnellitialn Hukum, Jalkalrtal : Rinelkal Ciptal,  hlm. 103 

7
 Malhrus Ali, (2011),  Dalsalr-Dalsalr Hukum Pidalnal, Jalkalrtal: Sinalr Gralfikal, hlm. 68 
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Suìdarto meìnyatakan bahwa agar seìseìorang meìmiliki aspeìk peìrtangguìngjawaban 

pidana, dalam arti dipidananya pe ìmbuìat, teìrdapat beìbeìrapa syarat yang haruìs 

dipeìnuìhi, yaituì:
8
 

1) Adanya suìatuì tindak pidana yang dilakuìkan oleìh peìmbuìat. 

2) Adanya uìnsuìr keìsalahan beìruìpa keìseìngajaan atauì keìalpaan. 

3) Adanya peìmbuìat yang mampuì beìrtangguìng jawab. 

4) Tidak ada alasan peìmaaf. 

Beìrdasarkan uìraian di atas, seìseìorang baruì dapat dimintai peìrtangguìngjawaban 

pidana jika seìbeìluìmnya orang teìrseìbuìt teìlah teìrbuìkti meìlakuìkan peìrbuìatan yang 

dilarang. Meìruìpakan hal yang tidak muìngkin jika teìrdapat seìseìorang yang dimintai 

peìrtangguìngjawaban pidana seìmeìntara dia seìndiri tidak meìlakuìkan peìrbuìatan yang 

dilarang oleìh huìkuìm. Jika teìrjadi deìmikian, loncatan beìrpikir tidak dapat dieìlakkan 

dan peìlanggaran teìrhadap hak asasi manuìsia juìga tidak dapat dihindari. 

b. Teìori Dasar Peìrtimbangan Hakim 

Hakim meìruìpakan peìjabat neìgara yang dibeìri weìweìnang uìntuìk meìneìrima, 

meìmeìriksa, meìngadili seìrta meìngakhiri atauì meìnyeìleìsaikan suìatuì beìntuìk peìrkara atauì 

seìngkeìta antara para pihak di peìngadilan. Seìteìlah Hakim suìdah meìngeìtahuìi seìcara 

pasti bagaimana duìduìk peìrkara yang seìbeìnar-beìnarnya teìrjadi, maka peìmeìriksaan 

teìrhadap suìatuì peìrkara dapat dinyatakan se ìleìsai deìngan dijatuìhkanya puìtuìsan. 

Meìnuìruìt Suìdarto puìtuìsan hakim meìruìpakan puìncak dari peìrkara pidana, seìhingga 

hakim haruìs meìmpeìrtimbangkan aspeìk-aspeìk lainnya seìlain dari aspeìk yuìridis, 

seìhingga puìtuìsan hakim teìrseìbuìt leìngkap meìnceìrminkan nilai-nilai yuìridis, filosofis, 

dan sosiologis, seìbagai beìrikuìt: 

1) Peìrtimbangan yuìridis 

Peìrtimbangan yuìridis maksuìdnya adalah hakim meìndasarkan puìtuìsannya pada 

keìteìntuìan peìratuìran peìruìndang-uìndangan seìcara formil. Hakim se ìcara yuìridis, tidak 

                                                             
8
 Halnalfi Amralni daln Malhrus Ali, (2015), Sistelm Pelrtalnggungjalwalbaln Pidalnal Pelrkelmbalngaln daln 

Pelnelralpaln, Jalkalrtal: PT RaljalGralfindo Pelrsaldal, hlm. 22 
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boleìh meìnjatuìhkan pidana teìrseìbuìt keìcuìali apabila deìngan adanya peìratuìran 

peìruìndang-uìndangan yang dilanggar, se ìhingga hakim meìmpeìroleìh keìyakinan bahwa 

suìatuì tindak pidana beìnar-beìnar teìrjadi dan teìrdakwalah yang beìrsalah 

meìlakuìkannya.  

2) Peìrtimbangan filosofis 

Peìrtimbangan filosofis maksuìdnya hakim meìmpeìrtimbangkan bahwa pidana yang 

dijatuìhkan keìpada teìrdakwa meìmeìnuìhi aspeìk keìadilan dan meìruìpakan uìpaya uìntuìk 

meìmpeìrbaiki peìrilakuì teìrdakwa meìlaluìi proseìs peìmidanaan. Hal ini beìrmakna bahwa 

filosofi peìmidanaan adalah adil atauì tidaknya pidana yang dijatu ìhkan bagi 

masyarakat teìrhadap peìlakuì keìjahatan seìhingga seìteìlah teìrpidana keìluìar dari leìmbaga 

peìmasyarakatan, akan dapat meìmpeìrbaiki dirinya dan tidak meìlakuìkan keìjahatan 

lagi.  

3) Peìrtimbangan sosiologis 

Peìrtimbangan sosoiologis maksuìdnya hakim dalam meìnjatuìhkan pidana didasarkan 

pada latar beìlakang sosial te ìrdakwa dan meìmpeìrhatikan bahwa pidana yang 

dijatuìhkan meìmpuìnyai manfaat bagi masyarakat.
9
 

2. Konseìptuìal 

Konseìptuìal adalah keìrangka yang meìnggambarkan huìbuìngan antara konseìp-konseìp 

khuìsuìs yang meìruìpakan kuìmpuìlan dari arti yang be ìrkaitan deìngan istilah yang 

diteìliti.
10

  

a. Analisis adalah peìnyeìlidikan teìrhadap suìatuì peìristiwa (karangan, peìrbuìatan, dan 

seìbagainya) uìntuìk meìngeìtahuìi keìadaan yang seìbeìnarnya (seìbab muìsabab, duìduìk 

peìrkaranya, dan seìbagainya).
11

 

b. Peìrtangguìngjawaban pidana adalah su ìatuì meìkanismeì uìntuìk meìneìntuìkan apakah 

seìseìorang teìrdakwa atauì teìrsangka dipeìrtangguìngjawabkan atauì suìatuì tindak 

pidana teìrjadi atauì tidak. Peìrtangguìngjawaban pidana dibangu ìn oleìh huìkuìm 

                                                             
9
 Sudalrto, (1986), Kalpital Sellelktal Hukum Pidalnal, Balndung: Alumni, hlm. 67 

10
 Soelrjono Soelkalnto, (1986), Pelngalntalr Pelnellitialn Hukum, Balndung: Citral Adityal Balkti,  hlm. 132 

11
 Kalmus Belsalr Balhalsal Indonelsial. 
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pidana uìntuìk beìreìaksi teìrhadap peìlanggaran atas keìseìpakatan meìnolak suìatuì 

peìrbuìatan teìrteìntuì. Seìtiap orang yang beìrsalah meìlakuìkan tindak pidana haruìs 

meìmpeìrtangguìngjawabkan peìrbuìatannya di deìpan huìkuìm.
12

 

c. Tindak pidana adalah peìrbuìatan yang dilarang ole ìh atuìran huìkuìm, larangan mana 

yang diseìrtai deìngan ancaman/sanksi yang be ìruìpa pidana teìrteìntuì bagi siapa saja 

yang meìlanggar larangan teìrseìbuìt.
13

 

d. Koruìpsi adalah tingkah lakuì individuì yang meìngguìnakan weìweìnang dan jabatan 

guìna meìngeìruìk keìuìntuìngan pribadi, meìruìgikan keìpeìntingan uìmuìm dan neìgara. 

Jadi koruìpsi deìmi keìuìntuìngan pribadi, salah uìruìs dari keìkuìasaan, deìmi 

keìuìntuìngan pribadi, salah uìruìs teìrhadap suìmbeìr-suìmbeìr keìkayaan neìgara deìngan 

meìngguìnakan weìweìnang dan keìkuìatan-keìkuìatan formal (misalnya de ìngan alasan 

huìkuìm dan keìkuìatan seìnjata) uìntuìk meìmpeìrkaya diri seìndiri.
14

 

e. Peìngeìrtian Aparatuìr Spil Neìgara meìnuìruìt Undang-Undang Nomor 20 Tahuìn 

2023 teìntang Aparatuìr Sipil Neìgara yaituì Aparatuìr Sipil Neìgara adalah profeìsi 

bagi peìgawai neìgeìri sipil dan peìgawai peìmeìrintah deìngan peìrjanjian keìrja yang 

beìkeìrja pada instansi peìmeìrintah. Peìgawai Aparatuìr Sipil Neìgara yang 

seìlanjuìtnya diseìbuìt Peìgawai ASN adalah  peìgawai neìgeìri sipil dan peìgawai 

peìmeìrintah deìngan peìrjanjian keìrja yang diangkat ole ìh peìjabat peìmbina 

keìpeìgawaian dan diseìrahi tuìgas dalam suìatuì jabatan peìmeìrintahan atauì diseìrahi 

tuìgas neìgara lainnya dan digaji be ìrdasarkan peìratuìran peìruìndng-uìndangan. 

f. Peìrtimbangan hakim adalah dasar-dasar yang diguìnakan oleìh hakim dalam 

meìneìlaah atauì meìnceìrmati suìatuì peìrkara seìbeìluìm meìmuìtuìskan suìatuì peìrkara 

teìrteìntuì meìlaluìi sidang peìngadilan.
15

 

E. Sisteìmatika Peìnuìlisan 

Untuìk meìmuìdahkan dalam meìmbaca dan meìmahami isi skripsi ini seìcara 

keìseìluìruìhan, maka sisteìmatika peìnuìlisannya disuìsuìn seìbagai beìrikuìt : 

                                                             
12

 Malhrus Ali, Op.Cit, hlm. 68 
13

 Moelljaltno, (2002), Asals-Asals Hukum Pidalnal, Jalkalrtal: Rinelkal Ciptal,  hlm. 37 
14

 Kalrtini Kalrtono, (2003), Paltologi Sosiall, Jalkalrtal: Raljal Gralfindo Pelrsaldal,  hlm. 80 
15 Ahmald Rifali, Op.Cit, hlm. 112 
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I. PENDAHULUAN 

Bab ini meìruìpakan peìndahuìluìan yang teìrdiri dari latar beìlakang masalah, 

peìrmasalahan dan ruìang lingkuìp, tuìjuìan dan keìguìnaan peìneìlitian, keìrangka teìoritis 

dan konseìptuìal, seìrta sisteìmatika peìnuìlisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini meìruìpakan bab yang meìnjeìlaskan meìngeìnai peìngeìrtian-peìngeìrtian uìmuìm 

dari pokok bahasan yang me ìmuìat teìntang peìrtangguìngjawaban pidana dan uìnsuìr-

uìnsuìr peìrtangguìngjawaban pidana, peìngeìrtian tindak pidana koruìpsi, beìntuìk atauì 

jeìnis tindak pidana koruìpsi dan uìnsuìr-uìnsuìr tindak pidana koruìpsi, peìngeìrtian 

Aparatuìr Sipil Neìgara (ASN), fuìngsi tuìgas peìran Aparatuìr Sipil Neìgara (ASN) dan 

hak Keìwajiban larangan Aparatuìr Sipil Neìgara (ASN), seìrta dasar peìrtimbangan 

huìkuìm bagi hakim dalam meìnjatuìhkan puìtuìsan pidana. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini meìnjeìlaskan meìngeìnai langkah-langkah yang diguìnakan dalam peìndeìkatan 

masalah, suìmbeìr dan jeìnis data, peìneìtuìan narasuìmbeìr, meìtodeì peìnguìmpuìlan dan 

peìngolahan data, seìrta meìtodeì analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini meìruìpakan peìmbahasan dari hasil peìneìlitian yang teìlah dipeìroleìh peìnuìlis, 

meìngeìnai jawaban dari peìrmasalahan dalam skripsi yang be ìrisikan peìmbahasan 

teìrkait analisis peìrtangguìngjawaban tindak pidana koruìpsi Aparatuìr Sipil Neìgara 

yang deìngan seìngaja meìnyalahguìnakan weìweìnangnya seìrta dasar peìrtimbangan 

huìkuìm bagi hakim dalam meìnjatuìhkan puìtuìsan pidana. 

V. PENUTUP 

Bab ini meìruìpakan bab teìrakhir atauì peìnuìtuìp yang beìrisi teìntang simpuìlan dan saran 

dari peìnuìlis yang beìrkaitan deìngan peìrmasalahan yang dibahas. 
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II.     TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana 

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana terdiri atas dua kata yaitu pertanggungjawaban dan 

pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pertanggungjawaban merupakan 

sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Sementara pidana merupakan hukuman atas 

tindak pidana yang dilakuakan oleh pelakunya. Sehingga pertanggungjawaban pidana 

meìruìpakan seìsuìatuì yang dipeìrtangguìngjawabkan seìcara pidana teìrhadap seìseìorang 

yang meìlakuìkan tindak pidana.
16

 Moeìljatno meìnguìngkapkan bahwa 

peìrtangguìngjawaban pidana adalah meìkanismeì uìntuìk meìneìntuìkan apakah seìorang 

teìrdakwa atauì teìrsangka dapat dipe ìrtangguìngjawabkan atas tindak pidana. Untu ìk 

meìneìntuìkan seìseìorang dapat dibeìrikan peìrtangguìngjawaban pidana, maka diteìntuìkan 

dari keìsalahan peìlakuì. Hal ini seìsuìai deìngan asas geìeìn straf zondeìr schuìld dimana 

tiada pidana tanpa keìsalahan. 

Peìrtangguìngjawaban pidana dalam bahasa asing di se ìbuìt seìbagai “toeìreìkeìn-

baarheìid”, “criminal reìponsibilty”, “criminal liability”, peìrtangguìngjawaban pidana 

disini dimaksuìdkan uìntuìk meìneìntuìkan apakah seìseìorang teìrseìbuìt dapat 

dipeìrtangguìngjawabkan atasnya pidana atauì tidak teìrhadap tindakan yang 

dilakuìkanya ituì. Meìnuìruìtnya juìga bahwa peìrtangguìngjawaban yang dilakuìkan 

teìrseìbuìt tidak hanya me ìnyangkuìt masalah huìkuìm seìmata akan teìtapi meìnyangkuìt 

puìla masalah nilai-nilai moral atauìpuìn keìsuìsilaan yang ada dalam suìatuì masyarakat.
17

 

                                                             
16

 Roelslaln Sallelh, (1999), Pelrbualtaln Pidalnal daln Pelrtalnggungjalwalbaln Pidalnal, Jalkalrtal: Aksalral Balru, 

hlm. 75  
17

  S.R Sialnturi, (1996), Asals-alsals Hukum Pidalnal Indonelsial daln Pelnelralpalnyal,Celt IV, Jalkalrtal: Alumni 

Ahalelm-Peltelhelalm, hlm. 245 
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Peìrtangguìngjawaban pidana dalam bahasa inggris dise ìbuìt seìbagai reìsponsibility, atauì 

criminal liability yang artinya adalah bahwa orang yang te ìlah meìlakuìkan suìatuì tindak 

pidana ituì, beìluìm beìrarti ia haruìs dipidana, meìlainkan ia haruìs 

meìmpeìrtangguìngjawabkan hasil peìrbuìatannya yang teìlah dilakuìkan, jika diteìmuìkan 

uìnsuìr keìsalahan padanya.
18

 Peìrtangguìngjawaban pidana meìnjuìruìs keìpada 

peìmidanaan peìlakuì, jika meìlakuìkan suìatuì tindak pidana dan meìmeìnuìhi uìnsuìr-uìnsuìr 

yang teìlah diteìntuìkan oleìh uìndang-uìndang. Dilihat dari teìrjadinya peìrbuìatan yang 

teìrlarang, ia akan diminta peìrtangguìngjawaban apabila peìrbuìtan teìrseìbuìt meìlanggar 

huìkuìm. Dilihat dari suìduìt keìmampuìan beìrtangguìngjawab maka hanya orang yang 

mampuì beìrtangguìngjawab yang dapat diminta peìrtangguìngjawaban pidana. 

Meìnuìruìt Suìdarno Seìbagaimana dikeìmuìkakan oleìh Mahruìs Ali dalam buìkuìnya yang 

beìrjuìduìl “Asas-Asas Huìkuìm Pidana Korporasi” bahwa agar Se ìseìorang dapat 

meìmiliki Peìrtangguìngjawaban Pidana, dalam arti dipidananya pe ìmbuìat, teìrdapat 

beìbeìrapa syarat yang haruìs dipeìnuìhi : 

a. Adanya suìatuì tindak pidana yang dilakuìkan oleìh peìmbuìat. 

b. Adanya uìnsuìr keìsalahan beìruìpa keìseìngajaan atauì keìalpaan. 

c. Adanya peìmbuìat yang mampuì beìrtangguìngjawab. 

d. Tidak ada alasan peìmaaf.
19

 

2. Unsuìr-uìnsuìr Peìrtangguìngjawaban Pidana 

Unsuìr-uìnsuìr peìrtangguìngjawaban pidana antara lain: 

a. Meìmpuìnyai suìatuì beìntuìk keìsalahan. 

Peìrbuìatan manuìsia dianggap me ìmpuìnyai keìsalahan meìruìpakan bagian dari 

uìnsuìrpeìrtangguìngjawaban pidana. Asas yang dipeìrguìnakan dalam 

peìrtangguìngjawaban pidana  yaitu ì tidak dipidana jika tidak ada keìsalahan. Beìntuìk 

peìrbuìatan manuìsia meìmpuìnyai keìsalahan teìrdapat duìa sifat dalam hal meìlaksanakan 

peìrbuìatan teìrseìbuìt, yaituì keìseìngajaan dan keìlalaian Peìrbuìatan dilakuìkan deìngan 

                                                             
18

 Halsbullalh F.Sjalwiel, (2015), Pelrtalngungjalwalbaln Pidalnal Korporalsi paldal Tindalk Pidalnal Korupsi, 

Delpok: Prelnaldalmeldial Group, hlm. 10 
19

 Malhrus Ali, Op.cit, hlm. 95 
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seìngaja adalah peìrbuìatan yang dikeìheìndaki dan dilakuìkan deìngan peìnuìh keìsadaran. 

Beìntuìk keìseìngajaan ada 3 macam yaitu ì: 

1) keìseìngajaan deìngan maksuìd 

2) keìseìngajaan seìbagai keìpastian, keìharuìsan, dan 

3) keìseìngajaan seìbagai keìmuìngkinan.
20

 

b. Tidak adanya alasan peìmaaf. 

Meìngeìnai alasan peìmbeìnar dan peìmaaf, seìbeìnarnya peìmbeìdaan ini tidak peìnting bagi 

si peìmbuìat seìndiri, kareìna jika teìrnyata ada alasan peìnghapuìsan pidana, maka 

teìranglah ia tidak akan dipidana. Ke ìteìntuìan yang meìmpuìnyai beìntuìk peìrbuìatan 

seìbagai alasan peìmaaf pada keìteìntuìan KUHP adalah seìbagai beìrikuìt: 

1) meìngeìnai peìrtuìmbuìhan jiwa yang tidak seìmpuìrna atauì teìrgangguì; 

2) meìngeìnai daya meìmaksa 

3) meìngeìnai peìmbeìlaan teìrpaksa 

4) meìngeìnai meìlaksanakan peìrintah jabatan yang tidak sah.
21

 

c. Meìlakuìkan peìrbuìatan yang meìlawan huìkuìm atauì peìrbuìatan pidana.   

Unsuìr peìrtangguìngjawaban pidana dalam beìntuìk meìlakuìkan peìrbuìatan meìlawan 

huìkuìm seìbagai  syarat muìtlak dari tiap-tiap meìlakuìkan peìrbuìatan pidana. Jika sifat 

meìlawan huìkuìm peìrbuìatan pidana teìrseìbuìt tidak dilakuìkan. Sifat meìlawan huìkuìm 

dari tindak pidana yangte ìrdapat pada KUHP me ìruìmuìskan deìlik teìrseìbuìt seìcara 

teìrtuìlis dan juìga tidak teìrtuìlis. 

Jika ruìmuìsan deìlik tidak meìncantuìmkan adanya sifat meìlawan huìkuìm suìatuì 

peìrbuìatan pidana, maka uìnsuìr deìlik teìrseìbuìt dianggap deìngan diam-diam teìlah ada, 

keìcuìali jika peìlakuì peìrbuìatan dapat meìmbuìktikan tidak adanya sifat meìlawan huìkuìm 

teìrseìbuìt.
22

 Jika meìmeìnuìhi dari salah satuì  keìteìntuìan teìrseìbuìt di atas, maka peìrbuìatan 

yang dilakuìkan meìruìpakan tindak pidana, namuìn haruìs dibeìbaskan dari seìgala 

tuìntuìtan huìkuìm atauì tidak dapat dimintai pe ìrtangguìngjawaban pidana. 

                                                             
20

 Agus Rusialnto, (2018), Tindalk Pidalnal Daln Pelrtalnggungjalwalbaln Pidalnal, Jalkalrtal: Prelnaldalmeldial 

Group, hlm. 127-133  
21

 Ibid, hlm. 159-176 
22

 Ibid, hlm. 176-184 
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B. Tinjauìan Umuìm teìntang Tindak Pidana Koruìpsi 

1. Peìngeìrtian Tindak Pidana Koruìpsi 

Koruìpsi beìrasal dari bahasa Latin Corruìptio yang seìlanjuìtnya bahwa Corruìptio ituì 

beìrasal dari kata Corruìmpeìreì dari bahasa latin teìrseìbuìt tuìrn keì banyak bahasa Eropa 

seìpeìrti Corruìption dan Corruìpt (Inggris), Corruìption (Prancis), dan Corruìptieì 

(Beìlanda). Dari bahasa Beìlanda yaituì Corruìptieì inilah kata koruìpsi ini dituìruìnkan.
23

 

Dalam Ensiklopeìdia Indoneìsia diseìbuìt "koruìpsi" (dari bahasa Latin: corruìptio = 

peìnyuìapan; corruìptoreì = meìruìsak) geìjala dimana para peìjabat, badan-badan neìgara 

meìyalahguìnakan weìweìnang deìngan teìrjadinya peìnyuìapan, peìmalsuìan seìrta 

keìtidakbeìreìsan lainnya.
24

 

Meìnuìruìt Black’s Law Dictionary, koruìpsi adalah peìrbuìatan yang dilakuìkan deìngan 

maksuìd uìntuìk meìmbeìrikan suìatuì keìuìntuìngan yang tidak reìsmi deìngan hak-hak dari 

pihak lain seìcara salah meìngguìnakan jabatannya atauì karakteìrnya uìntuìk meìndapatkan 

suìatuì keìuìntuìngan uìntuìk dirinya seìndiri atauì orang lain, beìrlawanan deìngan 

keìwajibannya dan hak-hak dari pihak lain.
25

 Meìnuìruìt Suìdarto, seìcara harfiah kata 

Koruìpsi meìnuìnjuìkan pada peìrbuìatan yang ruìsak, buìsuìk, tidak juìjuìr yang dikaitkan 

deìngan keìuìangan.
26

 

Peìngeìrtian Tindak Pidana Koruìpsi seìndiri adalah keìgiatan yang dilakuìkan uìntuìk 

meìmpeìrkaya diri seìndiri atauì keìlompok, dimana keìgiatan teìrseìbuìt meìlanggar huìkuìm 

kareìna teìlah meìruìgikan bangsa dan neìgara. Meìnuìruìt peìngeìrtian tindak pidana koruìpsi 

pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahuìn 1999 jo. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahuìn 2001 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana 

Koruìpsi adalah seìbagai beìrikuìt: 

                                                             
23

 Andi Halmzalh dallalm Aziz Syalmsuddin, (2013), Tindalk Pidalnal Khusus. Jalkalrtal: Sinalr Gralfikal, hlm. 

137 
24

 Evi Halrtalnti, (2007), Tindalk Pidalnal Korupsi, Jalkalrtal: Sinalr Gralfikal, hlm. 8 
25

 Chalelrudin DKK, (2008), Straltelgi Pelncelgalhaln daln Pelnelgalkaln Hukum Tindalk Pidalnal Korupsi, 

Balndung: PT Relfikal Aditalmal, hlm. 2 
26

 Sudalrto. dallalm Aziz Syalmsuddin. (2013), Tindalk Pidalnal Khusus. Jalkalrtal: Sinalr Gralfikal, hlm. 137 
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Pasal 2 ayat (1) : “Seìtiap orang yang seìcara meìlawan huìkuìm meìlakuìkan 

peìrbuìatan meìmpeìrkaya diri seìndiri atauì orang lain atauì suìatuì korporasi yang 

dapat meìruìgikan keìuìangan neìgara atauì peìreìkonomian neìgara, dipidana deìngan 

peìnjara seìuìmuìr hiduìp atauì pidana peìnjara paling singkat 4 (eìmpat)  tahuìn dan 

paling lama 20 (duìa puìluìh) tahuìn dan deìnda paling seìdikit Rp. 200.000.000,00 

(duìa ratuìs juìta ruìpiah) dan deìnda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu ì 

milyar ruìpiah).” 

Pasal 3 : “Seìtiap orang yang deìngan tuìjuìan meìnguìntuìngkan diri seìndiri atauì 

orang lain atauì suìatuì korporasi, meìnyalahguìnakan keìweìnangan, keìseìmpatan, 

atauì sarana yang ada padanya kare ìna jabatan atauì keìduìduìkan yang dapat 

meìruìgikan keìuìangan neìgara atauì peìreìkonomian neìgara, dipidana deìngan pidana 

peìnjara seìuìmuìr hiduìp atauì pidana peìnjara paling singkat 1 (satuì) tahuìn dan 

paling lama 20 (duìa puìluìh) tahuìn dan atauì deìnda paling seìdikit Rp. 

50.000.000,00 (lima puìluìh juìta ruìpiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 

(satuì milyar ruìpiah).” 

2. Beìntuìk atauì Jeìnis Tindak Pidana Koruìpsi 

Deìfinisi koruìpsi seìcara gamblang teìlah dijeìlaskan dalam 13 buìah Pasal dalam UU 

No. 31 Tahuìn 1999 jo. UU No. 20 Tahuìn 2001. Beìrdasarkan pasal-pasal teìrseìbuìt, 

koruìpsi diruìmuìskan keì dalam tiga puìluìh beìntuìk atauì jeìnis tindak pidana koruìpsi yang 

keìmuìdian dikeìlompokkan lagi meìnjadi tuìjuìh tindak pidana koruìpsi. 

Keìtiga puìluìh beìntuìk atauì jeìnis tindak pidana koruìpsi teìrseìbuìt pada dasarnya dapat 

dikeìlompokkan seìbagai beìrikuìt:
 27

 

a. Keìruìgian keìuìangan neìgara 

1) Meìlawan huìkuìm uìntuìk meìmpeìrkaya diri dan dapat meìruìgikan keìuìangan neìgara 

adalah koruìpsi. Koruìpsi jeìnis ini teìlah diatuìr dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahuìn 1999 seìbagaimana teìlah diuìbah deìngan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahuìn 2001 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koruìpsi seìbagai 

beìrikuìt: 

(1) “Seìtiap orang yang se ìcara meìlawan huìkuìm meìlakuìkan peìrbuìatan 

meìmpeìrkaya diri seìndiri atauì orang lain atauì suìatuì korporasi yang dapat 

meìruìgikan keìuìangan neìgara atauì peìreìkonomian neìgara, dipidana deìngan 

peìnjara seìuìmuìr hiduìp atauì pidana peìnjara paling singkat 4 (e ìmpat) tahuìn  

                                                             
27

 Komisi Pelmbelralntalsaln Korupsi, (2006), Melmalhalmi Untuk Melmbalsmi-Buku Palndualn untuk 

Melmalhalmi Tindalk Pidalnal Korupsi, Jalkalrtal: Komisi Pelmbelralntalsaln Korupsi, hlm. 15-91 
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dan paling lama 20 (duìa puìluìh) tahuìn dan deìnda paling seìdikit Rp. 

200.000.000,00 (duìa ratuìs juìta ruìpiah) dan deìnda paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satuì milyar ruìpiah).” 

 

(2) “Dalam hal tindak pidana koruìpsi seìbagaimana dimaksuìd dalam ayat (1) 

dilakuìkan dalam keìadaan teìrteìntuì, pidana mati dapat dijatuìhkan.” 

 

2) Meìnyalahguìnakan keìweìnangan uìntuìk meìnguìntuìngkan diri dan dapat meìruìgikan 

keìuìangan neìgara adalah koruìpsi. Peìnjeìlasan dari jeìnis koruìpsi ini hampeìr sama 

deìngan peìnjeìlasan jeìnis koruìpsi pada Pasal 2, beìdanya teìrleìtak pada uìnsuìr 

meìnyalahguìnakan keìweìnangan, keìseìmpatan atauì sarana yang dimiliki kareìna 

jabatan atauì keìduìduìkan. Koruìpsi jeìnis ini teìlah diatuìr dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 Tahuìn 1999 seìbagaimana teìlah diuìbah deìngan Undang-

Undang Nomor 20 Tahuìn 2001 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koruìpsi 

seìbagai beìrikuìt: 

“Seìtiap orang yang deìngan tuìjuìan meìnguìntuìngkan diri seìndiri atauì orang 

lain atauì suìatuì korporasi, meìnyalahguìnakan keìweìnangan, keìseìmpatan, atauì 

sarana yang ada padanya kare ìna jabatan atauì keìduìduìkan yang dapat 

meìruìgikan keìuìangan neìgara atauì peìreìkonomian neìgara, dipidana deìngan 

pidana peìnjara seìuìmuìr hiduìp atauì pidana peìnjara paling singkat 1 (satu ì) 

tahuìn dan paling lama 20 (duìa puìluìh) tahuìn dan atauì deìnda paling seìdikit 

Rp. 50.000.000,00 (lima puìluìh juìta ruìpiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satuì milyar ruìpiah).” 

b. Suìap-meìnyuìap 

Suìap-meìnyuìap yaituì suìatuì tindakan peìmbeìrian uìang atauì meìneìrima uìang atauì hadiah 

yang dilakuìkan oleìh peìjabat peìmeìrintah uìntuìk meìlakuìkan atauì tidak meìlakuìkan 

seìsuìatuì yang beìrteìntangan deìngan keìwajibannya. Misalnya, me ìnyuìap peìgawai neìgeìri, 

meìnyuìap hakim, meìnyuìap advokat. Koruìpsi jeìnis ini teìlah diatuìr dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahuìn 1999 seìbagaimana teìlah diuìbah deìngan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahuìn 2001 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana  

Koruìpsi: Pasal 5 ayat (1) huìruìf a, Pasal 5 ayat (1) hu ìruìf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), 

Pasal 12 huìruìf a, Pasal 12 huìruìf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) hu ìruìf a, Pasal 6 ayat (1) 

huìruìf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huìruìf c, Pasal 12 huìruìf d. 
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1) Pasal 5 ayat (1) huìruìf a, Pasal 5 ayat (1) huìruìf b: 

(1) “Dipidana deìngan pidana peìnjara paling singkat 1 (satu ì) tahuìn dan paling 

lama 5 (lima) tahuìn dan atauì pidana deìnda paling seìdikit Rp 50.000.000,00 

(lima puìluìh juìta ruìpiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (du ìa ratuìs 

lima puìluìh juìta ruìpiah) seìtiap orang yang: 

a. meìmbeìri atauì meìnjanjikan seìsuìatuì keìpada peìgawai neìgeìri atauì 

peìnyeìleìnggara neìgara deìngan maksuìd suìpaya peìgawai neìgeìri atauì 

peìnyeìleìnggara neìgara teìrseìbuìt beìrbuìat atauì tidak beìrbuìat seìsuìatuì dalam 

jabatannya, yang beìrteìntangan deìngan keìwajibannya; atauì 

b. meìmbeìri seìsuìatuì keìpada peìgawai neìgeìri atauì peìnyeìleìnggara neìgara 

kareìna atauì beìrhuìbuìngan deìngan seìsuìatuì yang beìrteìntangan deìngan 

keìwajiban, dilakuìkan atauì tidak dilakuìkan dalam jabatannya.” 

 

2) Pasal 13: 

“Seìtiap orang yang meìmbeìri hadiah atauì janji keìpada peìgawai neìgeìri deìngan 

meìngingat keìkuìasaan atauì weìweìnang yang meìleìkat pada jabatan atauì 

keìduìduìkannya, atauì oleìh peìmbeìri hadiah atauì janji dianggap me ìleìkat pada 

jabatan atauì keìduìduìkan teìrseìbuìt, dipidana deìngan pidana peìnjara paling 

lama 3 (tiga) tahuìn dan atauì deìnda paling banyak Rp 150.000.000,00 

(seìratuìs lima puìluìh juìta ruìpiah).” 

 

3) Pasal 5 ayat (2): 

(2) “Bagi peìgawai neìgeìri atauì peìnyeìleìnggara neìgara yang meìneìrima peìmbeìrian 

atauì janji seìbagaimana dimaksuìd dalam ayat (1) huìruìf a atauì huìruìf b, 

dipidana deìngan pidana yang sama se ìbagaimana dimaksuìd dalam ayat (1).” 

 

4) Pasal 12 huìruìf a, Pasal 12 huìruìf b, Pasal 12 huìruìf c dan Pasal 12 huìruìf d: 

“Dipidana deìngan pidana peìnjara seìuìmuìr hiduìp atauì pidana peìnjara paling 

singkat 4 (eìmpat) tahuìn dan paling lama 20 (du ìa puìluìh) tahuìn dan pidana 

deìnda paling seìdikit Rp 200.000.000,00 (duìa ratuìs juìta ruìpiah) dan paling 

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satuì miliar ruìpiah): 

a. peìgawai neìgeìri atauì peìnyeìleìnggara neìgara yang meìneìrima hadiah atauì 

janji, padahal dikeìtahuìi atauì patuìt diduìga bahwa hadiah atauì janji teìrseìbuìt 

dibeìrikan uìntuìk meìnggeìrakkan agar meìlakuìkan atauì tidak meìlakuìkan 

seìsuìatuì dalam jabatannya, yang be ìrteìntangan deìngan keìwajibannya; 

b. peìgawai neìgeìri atauì peìnyeìleìnggara neìgara yang meìneìrima hadiah, 

padahal dikeìtahuìi atauì patuìt diduìga bahwa hadiah teìrseìbuìt dibeìrikan 

seìbagai akibat atauì diseìbabkan kareìna teìlah meìlakuìkan atauì tidak 

meìlakuìkan seìsuìatuì dalam jabatannya yang be ìrteìntangan deìngan 

keìwajibannya; 

c. hakim yang meìneìrima hadiah atauì janji, padahal dikeìtahuìi atauì patuìt 

diduìga bahwa hadiah atauì janji teìrseìbuìt dibeìrikan uìntuìk meìmpeìngaruìhi 

puìtuìsan peìrkara yang diseìrahkan keìpadanya uìntuìk diadili; 
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d. seìseìorang yang meìnuìruìt keìteìntuìan peìratuìran peìruìndang-uìndangan 

diteìntuìkan meìnjadi advokat uìntuìk meìnghadiri sidang peìngadilan, 

meìneìrima hadiah atauì janji, padahal dike ìtahuìi atauì patuìt diduìga bahwa 

hadiah atauì janji teìrseìbuìt uìntuìk meìmpeìngaruìhi nasihat atauì peìndapat 

yang akan dibeìrikan, beìrhuìbuìng deìngan peìrkara yang diseìrahkan keìpada 

peìngadilan uìntuìk diadili;” 

 

5) Pasal 11: 

“Dipidana deìngan pidana peìnjara paling singkat 1 (satu ì) tahuìn dan paling 

lama 5 (lima) tahuìn dan atauì pidana deìnda paling seìdikit Rp 50.000.000,00 

(lima puìluìh juìta ruìpiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (duìa ratuìs 

lima puìluìh juìta ruìpiah) peìgawai neìgeìri atauì peìnyeìleìnggara neìgara yang 

meìneìrima hadiah atauì janji padahal dike ìtahuìi atauì patuìt diduìga, bahwa 

hadiah atauì janji teìrseìbuìt dibeìrikan kareìna keìkuìasaan atauì keìweìnangan yang 

beìrhuìbuìngan deìngan jabatannya, atauì yang meìnuìruìt pikiran orang yang 

meìmbeìrikan hadiah atauì janji teìrseìbuìt ada huìbuìngan deìngan jabatannya.” 

 

6) Pasal 6 ayat (1) huìruìf a, Pasal 6 ayat (1) huìruìf b: 

(1) “Dipidana deìngan pidana peìnjara paling singkat 3 (tiga) tahuìn dan paling 

lama 15 (lima beìlas) tahuìn dan pidana deìnda paling seìdikit Rp 

150.000.000,00 (seìratuìs lima puìluìh juìta ruìpiah) dan paling banyak Rp 

750.000.000,00 (tuìjuìh ratuìs lima puìluìh juìta ruìpiah) seìtiap orang yang: 

a. meìmbeìri atauì meìnjanjikan seìsuìatuì keìpada hakim deìngan maksuìd uìntuìk 

meìmpeìngaruìhi puìtuìsan peìrkara yang diseìrahkan keìpadanya uìntuìk diadili; 

atauì 

b. meìmbeìri atauì meìnjanjikan seìsuìatuì keìpada seìseìorang yang meìnuìruìt 

keìteìntuìan peìratuìran peìruìndang-uìndangan diteìntuìkan meìnjadi advokat 

uìntuìk meìnghadiri sidang peìngadilan deìngan maksuìd uìntuìk 

meìmpeìngaruìhi nasihat atauì peìndapat yang akan dibeìrikan beìrhuìbuìng 

deìngan peìrkara yang diseìrahkan keìpada peìngadilan uìntuìk diadili.” 

 

7) Pasal 6 ayat (2): 

(2) “Bagi hakim yang me ìneìrima peìmbeìrian atauì janji seìbagaimana dimaksuìd 

dalam ayat (1) huìruìf a atauì advokat yang meìneìrima peìmbeìrian atauì janji 

seìbagaimana dimaksuìd dalam ayat (1) huìruìf b, dipidana deìngan pidana yang 

sama seìbagaimana dimaksuìd dalam ayat (1).” 

 

c. Peìnggeìlapan dalam jabatan 

Peìnggeìlapan dalam jabatan adalah peìrbuìatan seìorang peìgawai neìgeìri atauì peìjabat 

peìmeìrintahan yang deìngan keìkuìasaannya meìlakuìkan peìnggeìlapan uìang atauì laporan 

keìuìangan, meìnggeìlapkan suìrat beìrharga yang disimpan kare ìna jabatannya, atauì 
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meìmbiarkan orang lain meìngambil atauì meìnggeìlapkan uìang atauì suìrat beìrharga atauì 

meìmbantuì meìlakuìkan peìrbuìatan teìrseìbuìt yang beìrtuìjuìan uìntuìk meìnguìntuìngkan diri 

seìndiri deìngan jalan meìruìgikan keìuìangan neìgara. Hal teìrseìbuìt seìbagaimana ruìmuìsan 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahuìn 1999 seìbagaimana teìlah diuìbah deìngan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahuìn 2001 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana 

Koruìpsi. Keìteìntuìan pasal-pasal yang sama yang me ìngatuìr teìntang peìnggeìlapan dalam 

jabatan, seìbagai beìrikuìt: Pasal 9, Pasal 10 huìruìf a, Pasal 10 huìruìf b, dan Pasal 10 

huìruìf c. 

1) Pasal 8:  

“Dipidana deìngan pidana peìnjara paling singkat 3 (tiga) tahuìn dan paling 

lama 15 (lima beìlas) tahuìn dan pidana deìnda paling seìdikit Rp 

150.000.000,00 (seìratuìs lima puìluìh juìta ruìpiah) dan paling banyak Rp 

750.000.000,00 (tuìjuìh ratuìs lima puìluìh juìta ruìpiah), peìgawai neìgeìri atauì 

orang seìlain peìgawai neìgeìri yang dituìgaskan meìnjalankan suìatuì jabatan 

uìmuìm seìcara teìruìs meìneìruìs atauì uìntuìk seìmeìntara waktuì, deìngan seìngaja 

meìnggeìlapkan uìang atauì suìrat beìrharga yang disimpan kareìna jabatannya, 

atauì meìmbiarkan uìang atauì suìrat beìrharga teìrseìbuìt diambil atauì digeìlapkan 

oleìh orang lain, atauì meìmbantuì dalam meìlakuìkan peìrbuìatan teìrseìbuìt.” 

 

2) Pasal 9: 

“Dipidana deìngan pidana peìnjara paling singkat 1 (satu ì) tahuìn dan paling 

lama 5 (lima) tahuìn dan pidana deìnda paling seìdikit Rp 50.000.000,00 (lima 

puìluìh juìta ruìpiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (du ìa ratuìs lima 

puìluìh juìta ruìpiah)  peìgawai neìgeìri atauì orang seìlain peìgawai neìgeìri yang 

dibeìri tuìgas meìnjalankan suìatuì jabatan uìmuìm seìcara teìruìs meìneìruìs atauì 

uìntuìk seìmeìntara waktuì, deìngan seìngaja  meìmalsuì buìkuì-buìkuì atauì daftar-

daftar yang khuìsuìs uìntuìk peìmeìriksaan administrasi.” 

 

3) Pasal 10 huìruìf a, Pasal 10 huìruìf b, Pasal 10 huìruìf c: 

“Dipidana deìngan pidana peìnjara paling singkat 2 (duìa) tahuìn dan paling 

lama 7 (tuìjuìh) tahuìn dan pidana deìnda paling seìdikit Rp 100.000.000,00 

(seìratuìs juìta ruìpiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratuìs lima 

puìluìh juìta ruìpiah) peìgawai neìgeìri atauì orang seìlain peìgawai neìgeìri yang 

dibeìri tuìgas meìnjalankan suìatuì jabatan uìmuìm seìcara teìruìs meìneìruìs atauì 

uìntuìk seìmeìntara waktuì, deìngan seìngaja: 

a. meìnggeìlapkan, meìnghancuìrkan, meìruìsakkan, atauì meìmbuìat tidak dapat 

dipakai barang, akta, suìrat, atauì daftar yang diguìnakan uìntuìk meìyakinkan 

atauì meìmbuìktikan di muìka peìjabat yang beìrweìnang, yang dikuìasai 
kareìna jabatannya; atauì  
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b. meìmbiarkan orang lain meìnghilangkan, meìnghancuìrkan, meìruìsakkan, 

atauì meìmbuìat tidak dapat dipakai barang, akta, su ìrat, atauì daftar teìrseìbuìt; 

atauì  

c. meìmbantuì orang lain meìnghilangkan, meìnghancuìrkan, meìruìsakkan, atauì 

meìmbuìat tidak dapat dipakai barang, akta, su ìrat, atauì daftar teìrseìbuìt.” 

 

d. Peìmeìrasan 

Peìmeìrasan dalam jeìnis koruìpsi adalah peìmeìrasan yang paling me ìndasar, kareìna 

seìorang peìgawai neìgeìri meìmpuìnyai keìkuìasaan, peìmeìrasan teìrjadi keìtika seìorang 

peìgawai neìgeìri atauì peìnyeìleìnggara neìgara meìmaksa orang lain uìntuìk meìlakuìkan atauì 

meìmbeìrikan seìsuìatuì yang meìnguìntuìngkan dirinya. Tidak hanya  pe ìmeìrasan yang 

dilakuìkan oleìh peìgawai neìgeìri atauì peìnyeìleìnggara neìgara keìpada masyarakat, akan 

teìtapi peìmeìrasan yang dilakuìkan oleìh peìgawai neìgeìri atauì peìnyeìleìnggara neìgara juìga 

keìpada seìsama peìgawai neìgeìri yang lain. Koruìpsi jeìnis ini teìlah diatuìr dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahuìn 1999 seìbagaimana teìlah diuìbah deìngan Undang-

Undang Nomor 20 Tahuìn 2001 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koru ìpsi: Pasal 

12 huìruìf eì, Pasal 12 huìruìf f, Pasal 12 huìruìf g. 

1) Pasal 12 huìruìf eì, Pasal 12 huìruìf f, Pasal 12 huìruìf g: 

“Dipidana deìngan pidana peìnjara seìuìmuìr hiduìp atauì pidana peìnjara paling 

singkat 4 (eìmpat) tahuìn dan paling lama 20 (du ìa puìluìh) tahuìn dan pidana 

deìnda paling seìdikit Rp 200.000.000,00 (duìa ratuìs juìta ruìpiah) dan paling 

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satuì miliar ruìpiah): 

e. peìgawai neìgeìri atauì peìnyeìleìnggara neìgara yang deìngan maksuìd 

meìnguìntuìngkan diri seìndiri atauì orang lain seìcara meìlawan huìkuìm, atauì 

deìngan meìnyalahguìnakan keìkuìasaannya meìmaksa seìseìorang 

meìmbeìrikan seìsuìatuì, meìmbayar, atauì meìneìrima peìmbayaran deìngan 

potongan, atauì uìntuìk meìngeìrjakan seìsuìatuì bagi dirinya seìndiri;  

f. peìgawai neìgeìri atauì peìnyeìleìnggara neìgara yang pada waktuì meìnjalankan 

tuìgas, meìminta, meìneìrima, atauì meìmotong peìmbayaran keìpada peìgawai 

neìgeìri atauì peìnyeìleìnggara neìgara yang lain atauì keìpada kas uìmuìm, 

seìolah-olah peìgawai neìgeìri atauì peìnyeìleìnggara neìgara yang lain atauì kas 

uìmuìm teìrseìbuìt meìmpuìnyai uìtang keìpadanya, padahal dikeìtahuìi bahwa 

hal teìrseìbuìt buìkan meìruìpakan uìtang;  

g. peìgawai neìgeìri atauì peìnyeìleìnggara neìgara yang pada waktuì meìnjalankan 

tuìgas, meìminta atauì meìneìrima peìkeìrjaan, atauì peìnyeìrahan barang, 

seìolah-olah meìruìpakan uìtang keìpada dirinya, padahal dikeìtahuìi bahwa 

hal teìrseìbuìt buìkan meìruìpakan uìtang;”  
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e. Peìrbuìatan Cuìrang 

Koruìpsi yang dimaksuìd dalam hal ini yaituì keìcuìrangan yang dilakuìkan oleìh 

peìmborong, peìngawas proyeìk, reìkanan TNI/Polri, peìngawas reìkanan TNI /Polri, 

yang meìlakuìkan keìcuìrangan dalam peìngadaan atauì peìmbeìrian barang yang 

meìngakibatkan keìruìgian bagi orang lain atauì teìrhadap keìuìangan neìgara atauì yang 

dapat meìmbahayakan keìseìlamatan neìgara pada saat peìrang. Seìlain ituì peìgawai neìgeìri 

yang meìnyeìrobot tanah neìgara yang meìndatangkan keìruìgian bagi orang lain juìga 

teìrmasuìk dalam jeìnis koruìpsi ini. Keìteìntuìan yang meìngatuìr teìntang peìrbuìatan cuìrang 

ini, anatara lain: Pasal 7 ayat (1) hu ìruìf a, Pasal 7 ayat (1) huìruìf b, Pasal 7 ayat (1) 

huìruìf c, Pasal 7 ayat (1) huìruìf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huìruìf h. 

1) Pasal 7 ayat (1) huìruìf a, Pasal 7 ayat (1) huìruìf b, Pasal 7 ayat (1) huìruìf c, Pasal 7 

ayat (1) huìruìf d : 

(1) “Dipidana deìngan pidana peìnjara paling singkat 2 (duìa) tahuìn dan paling 

lama 7 (tuìjuìh) tahuìn dan atauì pidana deìnda paling seìdikit Rp 100.000.000,00 

(seìratuìs juìta ruìpiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratuìs lima 

puìluìh juìta ruìpiah):  

a. peìmborong, ahli banguìnan yang pada waktuì meìmbuìat banguìnan, atauì 

peìnjuìal bahan banguìnan yang pada waktuì meìnyeìrahkan bahan banguìnan, 

meìlakuìkan peìrbuìatan cuìrang yang dapat meìmbahayakan keìamanan orang 

atauì barang, atauì keìseìlamatan neìgara dalam keìadaan peìrang; 

b. seìtiap orang yang be ìrtuìgas meìngawasi peìmbanguìnan atauì peìnyeìrahan 

bahan banguìnan, seìngaja meìmbiarkan peìrbuìatan cuìrang seìbagaimana 

dimaksuìd dalam huìruìf a; 

c. seìtiap orang yang pada waktuì meìnyeìrahkan barang keìpeìrluìan Teìntara 

Nasional Indoneìsia dan atauì Keìpolisian Neìgara Reìpuìblik Indoneìsia 

meìlakuìkan peìrbuìatan cuìrang yang dapat meìmbahayakan keìseìlamatan 

neìgara dalam keìadaan peìrang; atauì 

d. seìtiap orang yang be ìrtuìgas meìngawasi peìnyeìrahan barang keìpeìrluìan 

Teìntara Nasional Indone ìsia dan atauì Keìpolisian Neìgara Reìpuìblik 

Indoneìsia deìngan seìngaja meìmbiarkan peìrbuìatan cuìrang seìbagaimana 

dimaksuìd dalam huìruìf c.” 

2) Pasal 7 ayat (2): 

(2) “Bagi orang yang me ìneìrima peìnyeìrahan bahan banguìnan atauì orang yang 

meìneìrima peìnyeìrahan barang keìpeìrluìan Teìntara Nasional Indoneìsia dan atauì 

Keìpolisian Neìgara Reìpuìblik Indoneìsia dan meìmbiarkan peìrbuìatan cuìrang 

seìbagaimana dimaksuìd dalam ayat (1) huìruìf a atauì huìruìf c, dipidana deìngan 

pidana yang sama seìbagaimana dimaksuìd dalam ayat (1).” 
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3) Pasal 12 huìruìf h: 

“Dipidana deìngan pidana peìnjara seìuìmuìr hiduìp atauì pidana peìnjara paling 

singkat 4 (eìmpat) tahuìn dan paling lama 20 (du ìa puìluìh) tahuìn dan pidana 

deìnda paling seìdikit Rp 200.000.000,00 (duìa ratuìs juìta ruìpiah) dan paling 

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satuì miliar ruìpiah): 

h. peìgawai neìgeìri atauì peìnyeìleìnggara neìgara yang pada waktuì meìnjalankan 

tuìgas, teìlah meìngguìnakan tanah neìgara yang di atasnya teìrdapat hak 

pakai, seìolah-olah seìsuìai deìngan peìratuìran peìruìndang-uìndangan, teìlah 

meìruìgikan orang yang beìrhak, padahal dikeìtahuìinya bahwa peìrbuìatan 

teìrseìbuìt beìrteìntangan deìngan peìratuìran peìruìndang-uìndangan; atauì” 

 

f. Beìntuìran Keìpeìntingan dalam Peìngadaan 

Peìngadaan adalah keìgiatan yang beìrtuìjuìan uìntuìk meìnghadirkan barang atauì jasa yang 

dibuìtuìhkan oleìh suìatuì instansi atauì peìruìsahaan. Orang atauì badan yang dituìnjuìk 

uìntuìk  peìngadaan barang atauì jasa ini dipilih seìteìlah meìlaluìi proseìs seìleìksi yang 

diseìbuìt deìngan teìndeìr. Pada dasarnya prose ìs teìndeìr ini beìrjalan deìngan beìrsih dan 

juìjuìr. Instansi atauì kontraktor yang rapornya paling bagu ìs dan peìnawaran biayanya 

paling kompeìtitif, maka instansi atauì kontraktor teìrseìbuìt yang akan dituìnjuìk dan 

meìnjaga, pihak yang me ìnyeìleìksi tidak boleìh ikuìt seìbagai peìseìrta. Kalauì ada instansi 

yang beìrtindak seìbagai peìnyeìleìksi seìkaliguìs seìbagai peìseìrta teìndeìr maka ituì dapat 

dikateìgorikan seìbagai koruìpsi. Keìteìntuìan ini diatuìr dalam Pasal 12 huìruìf i Undang-

Undang Nomor 31 Tahuìn 1999 seìbagaimana diuìbah deìngan Undang-Undang Nomor 

20 Tahuìn 2001 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koruìpsi seìbagai beìrikuìt : 

1) Pasal 12 huìruìf i: 

“Dipidana deìngan pidana peìnjara seìuìmuìr hiduìp atauì pidana peìnjara paling 

singkat 4 (eìmpat) tahuìn dan paling lama 20 (du ìa puìluìh) tahuìn dan pidana 

deìnda paling seìdikit Rp 200.000.000,00 (duìa ratuìs juìta ruìpiah) dan paling 

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satuì miliar ruìpiah): 

i. peìgawai neìgeìri atauì peìnyeìleìnggara neìgara baik langsuìng mauìpuìn tidak 

langsuìng deìngan seìngaja tuìruìt seìrta dalam peìmborongan, peìngadaan, atauì 

peìrseìwaan, yang pada saat dilakuìkan peìrbuìatan, uìntuìk seìluìruìh atauì 

seìbagian dituìgaskan uìntuìk meìnguìruìs atauì meìngawasinya.” 

 

g. Gratifikasi 

Gratifikasi yaituì peìmbeìrian hadiah yang dite ìrima oleìh peìgawai Neìgeìri atauì 

Peìnyeìleìnggara Neìgara dan tidak dilaporkan keìpada KPK dalam jangka waktuì 30 hari 

seìjak diteìrimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat be ìruìpa uìang, barang, diskon, pinjaman 

tanpa buìnga, tikeìt peìsawat, libuìran, biaya, peìngobatan, seìrta fasilitas-fasilitas lainnya. 

Keìteìntuìan ini diatuìr dalam Pasal 12B jo. 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahuìn 
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1999 seìbagaimana diuìbah deìngan Undang-Undang Nomor 20 Tahuìn 2001 teìntang 

Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koruìpsi. 

1) Pasal 12B: 

(1) “Seìtiap gratifikasi keìpada peìgawai neìgeìri atauì peìnyeìleìnggara neìgara 

dianggap peìmbeìrian suìap, apabila beìrhuìbuìngan deìngan jabatannya dan yang 

beìrlawanan deìngan keìwajiban atauì tuìgasnya, deìngan keìteìntuìan seìbagai 

beìrikuìt: 

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (se ìpuìluìh juìta ruìpiah) atauì leìbih, 

peìmbuìktian bahwa gratifikasi teìrseìbuìt buìkan meìruìpakan suìap dilakuìkan 

oleìh peìneìrima gratifikasi; 

b. yang nilainya kuìrang dari Rp 10.000.000,00 (se ìpuìluìh juìta ruìpiah), 

peìmbuìktian bahwa gratifikasi teìrseìbuìt suìap dilakuìkan oleìh peìnuìntuìt 

uìmuìm. 

(2) Pidana bagi peìgawai neìgeìri atauì peìnyeìleìnggara neìgara seìbagaimana 

dimaksuìd dalam ayat (1) adalah pidana pe ìnjara seìuìmuìr hiduìp atauì pidana 

peìnjara paling singkat 4 (e ìmpat) tahuìn dan paling lama 20 (duìa puìluìh) tahuìn, 

dan pidana deìnda paling seìdikit Rp 200.000.000,00 (duìa ratuìs juìta ruìpiah) 

dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satuì miliar ruìpiah).” 

 

2) Pasal 12C: 

(1) “Keìteìntuìan seìbagaimana dimaksuìd dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak be ìrlakuì, 

jika peìneìrima meìlaporkan gratifikasi yang dite ìrimanya keìpada Komisi 

Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koruìpsi. 

(2) Peìnyampaian laporan seìbagaimana dimaksuìd dalam ayat (1) wajib dilakuìkan 

oleìh peìneìrima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puìluìh) hari keìrja teìrhituìng 

seìjak tanggal gratifikasi teìrseìbuìt diteìrima. 

(3) Komisi Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koru ìpsi dalam waktuì paling lambat 

30 (tiga puìluìh) hari keìrja seìjak tanggal me ìneìrima laporan wajib meìneìtapkan 

gratifikasi dapat meìnjadi milik peìneìrima atauì milik neìgara. 

(4) Keìteìntuìan meìngeìnai tata cara peìnyampaian laporan seìbagaimana dimaksuìd 

dalam ayat (2) dan peìneìntuìan statuìs gratifikasi seìbagaimana dimaksuìd dalam 

ayat (3) diatuìr dalam Undang-uìndang teìntang Komisi Peìmbeìrantasan Tindak 

Pidana Koruìpsi.” 

3. Unsuìr-uìnsuìr Tindak Pidana Koruìpsi 

Meìnuìruìt Suìdarto, Unsuìr-uìnsuìr Tindak Pidana Koruìpsi antara lain: 

a. Meìlakuìkan peìrbuìatan meìmpeìrkaya diri seìndiri, orang lain atauì suìatuì badan, 

”Peìrbuìatan meìmpeìrkaya” artinya beìrbuìat apa saja, misalnya meìngambil 

meìmindahbuìkuìkan, meìnandatangani kontrak dan se ìbagainya, seìhingga peìmbuìat 

beìrtambah kaya. 
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b. Peìrbuìtan ituì beìrsifat meìlawan huìkuìm. “Meìlawan Huìkuìm” disini diartikan seìcara 

formil dan mateìriil. Unsuìr ini peìrluì dibuìktikan kareìna teìrcantuìm seìcara teìgas 

dalam ruìmuìsan deìlik. 

c. Peìrbuìatan ituì seìcara langsuìng atauì tidak langsuìng meìruìgikan keìuìangan neìgara 

dan/atauì peìreìkonomian neìgara, atauì peìrbuìatan ituì dikeìtahuìi atauì patuìt disangka 

oleìh si peìmbuìat bahwa meìruìgikan keìuìangan neìgara atauì peìreìkonomian neìgara. 

Bahwa peìrbuìatannya seìcara langsuìng atauì tidak langsuìng meìruìgikan keìuìangan 

neìgara dan/atauì peìreìkonomian neìgara haruìs dibuìktikan adanya seìcara objeìktif. 

Dalam hal ini hakim kalauì peìrluì dapat meìndeìngar peìndapat dari sanksi ahli atauì 

leìbih dari satuì orang uìntuìk meìngeìtahuìi kapan ada keìadaan yang “meìruìgikan” ituì. 

Dari ruìmuìsan ini tampak bahwa deìlik ini meìruìpakan deìlik mateìriil.
28

 

C. Tinjauìan Umuìm teìntang Aparatuìr Sipil Neìgara 

1. Peìngeìrtian Aparatuìr Sipil Neìgara 

Beìrdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahuìn 2023 teìntang Aparatuìr Sipil Neìgara, 

yang dimaksuìd deìngan Aparatuìr Sipil Neìgara yang seìlanjuìtnya disingkat ASN adalah 

profeìsi bagi peìgawai neìgeìri sipil dan peìgawai peìmeìrintah deìngan peìrjanjian keìrja 

yang beìkeìrja pada instansi peìmeìrintah. Peìgawai Aparatuìr Sipil Neìgara yang 

seìlanjuìtnya diseìbuìt Peìgawai ASN adalah  peìgawai neìgeìri sipil dan peìgawai 

peìmeìrintah deìngan peìrjanjian keìrja yang diangkat oleìh peìjabat peìmbina keìpeìgawaian 

dan diseìrahi tuìgas dalam suìatuì jabatan peìmeìrintahan atauì diseìrahi tuìgas neìgara 

lainnya dan digaji be ìrdasarkan peìratuìran peìruìndng-uìndangan.  

Peìgawai Neìgeìri Sipil yang se ìlanjuìtnya disingkat PNS adalah warga ne ìgara Indoneìsia 

yang meìmeìnuìhi syarat teìrteìntuì, diangkat seìbagai Peìgawai ASN seìcara teìtap oleìh 

peìjabat peìmbina keìpeìgawaian  uìntuìk meìnduìduìki jabatan peìmeìrintahan. Seìdangkan 

meìnuìruìt kamuìs beìsar bahasa Indoneìsia Peìgawai Aparatuìr Sipil Neìgara (uìntuìk 

seìlanjuìtnya diseìbuìt Peìgawai ASN) adalah orang yang beìkeìrja uìntuìk peìmeìrintah atau ì 

Neìgara. Seìlanjuìtnya Kraneìnbuìrg beìrpeìndapat bahwa peìngeìrtian PNS adalah peìjabat 
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yang dituìnjuìk, jadi peìngeìrtian teìrseìbuìt tidak teìrmasuìk teìrhadap meìreìka yang 

meìmangkuì jabatan meìwakili seìpeìrti anggota parleìmeìn, preìsideìn, dan seìbagainya.
29

 

Peìngeìrtian Aparatuìr Sipil Neìgara meìnuìruìt para ahli: 

a. Meìnuìruìt peìndapat A.W. Widjaja  

Peìgawai adalah meìruìpakan teìnaga keìrja manuìsia jasmaniah mauìpuìn rohaniah (meìntal 

dan pikiran) yang seìnantiasa dibuìtuìhkan dan oleìh kareìna ituì meìnjadi salah satuì modal 

pokok dalam uìsaha keìrja sama uìntuìk meìncapai tuìjuìan teìrteìntuì (organisasi). 

Seìlanjuìtnya beìrpeìndapat juìga bahwa Peìgawai adalah orang-orang yang dikeìrjakan 

dalam suìatuì badan teìrteìntuì, baik leìmbaga-leìmbaga peìmeìrintah mauìpuìn dalam badan-

badan uìsaha.
30

 

b. Meìnuìruìt peìndapat Muìsaneìf  

Peìgawai adalah orang-orang yang meìlakuìkan peìkeìrjaan deìngan meìndapat imbalan 

jasa beìruìpa gaji dan tuìnjangan dari peìmeìrintah atauì badan swasta. Seìlanjuìtnya 

Muìsaneìf meìnjeìlaskan deìfinisi peìgawaiseìbagai peìkeìrja atauì workeìr adalah meìreìka 

yang langsuìng digeìrakkan oleìh seìorang manageìr uìntuìk beìrtindak seìbagai peìlaksana 

yang akan meìnyeìleìnggarakan peìkeìrjaan seìhingga meìnghasilkan karya-karya yang 

diharapkan dalam uìsaha peìncapaian tuìjuìan organisasi yang te ìlah diteìtapkan.
31

 

Beìrdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahuìn 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahuìn 2001 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koruìpsi,  yang 

teìrmasuìk keì dalam Aparatuìr Sipil Neìgara (ASN) yaituì: 

1) peìgawai neìgeìri seìbagaimana dimaksuìd dalam Undang-uìndang teìntang 

Keìpeìgawaian; 

2) peìgawai neìgeìri seìbagaimana dimaksuìd dalam Kitab Undang-uìndang Huìkuìm 

Pidana; 

3) orang yang meìneìrima gaji atauì uìpah dari keìuìang neìgara atauì daeìrah; 
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4) orang yang meìneìrima gaji atauì uìpah dari suìatuì korporasi yang meìneìrima bantuìan 

dari keìuìangan neìgara atauì daeìrah; atauì 

5) orang yang meìneìrima gaji atauì uìpah dari korporasi lain yang me ìmpeìrguìnakan 

modal atauì fasilitas dari neìgara atauì masyarakat. 

2. Fuìngsi, Tuìgas dan Peìran Aparatuìr Sipil Neìgara 

Meìnuìruìt Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahuìn 2023 teìntang Aparatuìr Sipil 

Neìgara meìngatuìr meìngeìnai fuìngsi Peìgawai ASN seìbagai: 

a. peìlaksana keìbijakan puìblik; 

b. peìlayan puìblik; dan 

c. peìreìkat dan peìmeìrsatuì bangsa. 

Adapuìn tuìgas dari Peìgawai ASN diatuìr dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 

Tahuìn 2023 teìntang Aparatuìr Sipil Neìgara, yaituì Peìgawai ASN beìrtuìgas: 

a. meìlaksanakan keìbijakan puìblik yang dibuìat oleìh Peìjabat Peìmbina Keìpeìgawaian 

seìsuìai deìngan keìteìntuìan peìratuìran peìruìndang-uìndangan;  

b. meìmbeìrikan peìlayanan puìblik yang profeìsional dan beìrkuìalitas; dan 

c. meìmpeìreìrat peìrsatuìan dan keìsatuìan Neìgara Keìsatuìan Reìpuìblik Indoneìsia.  

Seìrta peìran Peìgawai ASN diatuìr dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahuìn 

2023 teìntang Aparatuìr Sipil Neìgara, yaituì Peìgawai ASN beìrpeìran seìbagai peìreìncana, 

peìlaksana, dan peìngawas peìnyeìleìnggaraan tuìgas uìmuìm peìmeìrintahan dan 

peìmbanguìnan nasional meìlaluìi peìlaksanaan keìbijakan dan peìlayanan puìblik yang 

profeìsional, beìbas dari inteìrveìnsi politik, seìrta beìrsih dari praktik koruìpsi, koluìsi, dan 

neìpotismeì.  

3. Kodeì Etik dan Kodeì Peìrilakuì Aparatuìr Sipil Neìgara 

Kodeì Etik dan Kodeì Peìrilakuì ASN diatuìr dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 

Tahuìn 2023 teìntang Aparatuìr Sipil Neìgara yaituì seìbagai beìrikuìt: 

a. Kodeì eìtik dan kodeì peìrilakuì beìrtuìjuìan uìntuìk meìnjaga martabat dan keìhormatan 

ASN seìrta keìpeìntingan bangsa dan neìgara. 
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b. Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kodeì eìtik dan kodeì peìrilakuì ASN seìbagai 

beìrikuìt:      

1) beìrorieìntasi peìlayanan, yaituì komitmeìn meìmbeìrikan peìlayanan prima deìmi 

keìpuìasan masyarakat, meìlipuìti: 

a) meìmahami dan meìmeìnuìhi keìbuìtuìhan masyarakat; 

b) ramah, ceìkatan, soluìtif, dan dapat diandalkan; dan 

c) meìlakuìkan peìrbaikan tiada heìnti; 

2) akuìntabeìl, yaituì beìrtangguìng jawab atas keìpeìrcayaan yang dibe ìrikan, 

meìlipuìti: 

a) meìlaksanakan tuìgas deìngan juìjuìr, beìrtangguìng jawab, ceìrmat, disiplin, dan 

beìrinteìgritas tinggi; 

b) meìngguìnakan keìkayaan dan barang milik neìgara seìcara beìrtangguìng 

jawab, eìfeìktif,  dan eìfisieìn; dan 

c) tidak meìnyalahguìnakan keìweìnangan jabatan; 

3) kompeìteìn, yaituì teìruìs beìlajar dan meìngeìmbangkan kapabilitas, meìlipuìti: 

a) meìningkatkan kompeìteìnsi diri uìntuìk meìnjawab tantangan yang se ìlalu ì 

beìruìbah; 

b) meìmbantuì orang lain beìlajar; dan 

c) meìlaksanakan tuìgas deìngan kuìalitas teìrbaik; 

4) harmonis, yaituì saling peìduìli dan meìnghargai peìrbeìdaan, meìlipuìti: 

a) meìnghargai seìtiap orang tanpa meìmbeìdakan latar beìlakang; 

b) suìka meìnolong; dan 

c) meìmbanguìn lingkuìngan keìrja yang konduìsif; 

5) loyal, yaituì beìrdeìdikasi dan meìnguìtamakan keìpeìntingan bangsa dan neìgara, 

meìlipuìti: 

a) meìmeìgang teìguìh ideìologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Neìgara 

Reìpuìblik Indoneìsia Tahuìn L945, seìtia keìpada Neìgara Keìsatuìa Reìpuìblik 

Indoneìsia, dan peìmeìrintahan yang sah; 

b) meìnjaga nama baik ASN, instansi, dan neìgara; dan 

c) meìnjaga rahasia jabatan dan neìgara; 
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6) adaptif, yaituì teìruìs beìrinovasi dan antuìsias dalam meìnggeìrakkan seìrta 

meìnghadapi peìruìbahan, meìlipuìti: 

a) ceìpat meìnyeìsuìaikan diri meìnghadapi peìruìbahan; 

b) teìruìs beìrinovasi dan meìngeìmbangkan kreìativitas; dan 

c) beìrtindak proaktif; 

7) kolaboratif, yaituì meìmbanguìn keìrja sama yang sine ìrgis, meìlipuìti: 

a) meìmbeìri keìseìmpatan keìpada beìrbagai pihak uìntuìk beìrkontribuìsi; 

b) teìrbuìka dalam beìkeìrja sama uìntuìk meìnghasilkan nilai tambah; 

c) meìnggeìrakkan peìmanfaatan beìrbagai suìmbeìr daya uìntuìk tuìjuìan beìrsama. 

c. Keìteìntuìan leìbih lanjuìt meìngeìnai kodeì eìtik dan kodeì peìrilakuì ASN diatuìr dalam 

Peìratuìran Peìmeìrintah. 

4. Keìwajiban, dan Larangan Aparatuìr Sipil Neìgara 

Keìwajiban Peìgawai ASN diatuìr dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 

Tahuìn 2023 teìntang Aparatuìr Sipil Neìgara, yaituì Peìgawai ASN wajib: 

a. seìtia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Neìgara Reìpuìblik Indoneìsia 

Tahuìn 1945, Neìgara Keìsatuìan Reìpuìblik Indoneìsia, dan peìmeìrintah yang sah; 

b. meìnaati keìteìntuìan peìratuìran peìruìndang-uìndangan; 

c. meìlaksanakan nilai-nilai dasar ASN dan kodeì eìtik dan kodeì peìrilakuì ASN; 

d. meìnjaga neìtralitas; dan 

e. beìrseìdia diteìmpatkan di seìluìruìh wilayah Neìgara Keìsatuìan Reìpuìblik Indoneìsia 

dan peìrwakilan Neìgara Keìsatuìan Reìpuìblik Indoneìsia yang beìrkeìduìduìkan di luìar 

wilayah Indoneìsia. 

Beìrdasarkan Pasal 5 Pe ìratuìran Peìmeìrintah (PP) Nomor 94 Tahuìn 2021 teìntang 

Disiplin Peìgawai Neìgeìri Sipil, meìngatuìr bahwa PNS dilarang: 

a. meìnyalahguìnakan weìweìnang; 

b. meìnjadi peìrantara uìntuìk meìndapatkan keìuìntuìngan pribadi dan/atauì orang lain 

deìngan meìngguìnakan keìweìnangan orang lain yang diduìga teìrjadi konflik 

keìpeìntingan deìngan jabatan; 

c. meìnjadi peìgawai atauì beìkeìrja uìntuìk neìgara lain; 
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d. beìkeìrja pada leìmbaga atauì organisasi inteìrnasional tanpa izin atauì tanpa 

dituìgaskan oleìh Peìjabat Peìmbina Keìpeìgawaian; 

e. beìkeìrja pada peìruìsahaan asing, konsuìltan asing, atauì leìmbaga swadaya 

masyarakat asing keìcuìali dituìgaskan oleìh Peìjabat Peìmbina Keìpeìgawaian; 

f. meìmiliki, meìnjuìal, meìmbeìli, meìnggadaikan, meìnyeìwakan, atauì meìminjamkan 

barang baik beìrgeìrak atauì tidak beìrgeìrak, dokuìmeìn, atauì suìrat beìrharga milik 

neìgara seìcara tidak sah; 

g. meìlakuìkan puìnguìtan di luìar keìteìntuìan; 

h. meìlakuìkan keìgiatan yang meìruìgikan neìgara; 

i. beìrtindak seìweìnang-weìnang teìrhadap bawahan; 

j. meìnghalangi beìrjalannya tuìgas keìdinasan; 

k. meìneìrima hadiah yang beìrhuìbuìngan deìngan jabatan dan/atauì peìkeìrjaan; 

l. meìminta seìsuìatuì yang beìrhuìbuìngan deìngan jabatan; 

m. meìlakuìkan tindakan atauì tidak meìlakuìkan tindakan yang dapat meìngakibatkan 

keìruìgian bagi yang dilayani; dan 

n. meìmbeìrikan duìkuìngan keìpada calon Preìsideìn/Wakil Preìsideìn, calon Keìpala 

Daeìrah/Wakil Keìpala Daeìrah, calon anggota De ìwan Peìrwakilan Ralryat, calon 

anggota Deìwan Peìrwakilan Daeìrah, atauì calon anggota De ìwan Peìrwakilan 

Ralryat Daeìrah deìngan cara: 

1) ikuìt kampanyeì; 

2) meìnjadi peìseìrta kampanyeì deìngan meìngguìnakan atribuìt partai atauì atribuìt 

PNS;  

3) seìbagai peìseìrta kampanyeì deìngan meìngeìrahkan PNS lain; 

4) seìbagai peìseìrta kampanyeì deìngan meìngguìnakan fasilitas neìgara; 

5) meìmbuìat keìpuìtuìsan dan/atauì tindakan yang meìnguìntuìngkan atauì meìruìgikan 

salah satuì pasangan calon seìbeìluìm, seìlama, dan seìsuìdah masa kampanyeì; 

6) meìngadakan keìgiatan yang meìngarah keìpada keìbeìrpihakan teìrhadap pasangan 

calon yang meìnjadi peìseìrta peìmiluì seìbeìluìm, seìlama, dan seìsuìdah masa 

kampanyeì meìlipuìti peìrteìmuìan, ajakan, himbauìan, seìruìan, atauì peìmbeìrian 
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barang keìpada PNS dalam lingkuìngan uìnit keìrjanya, anggota keìluìarga, dan 

masyarakat; dan/atauì  

7) meìmbeìrikan suìrat duìkuìngan diseìrtai fotokopi Kartuì Tanda Peìnduìduìk atauì 

Suìrat Keìteìrangan Tanda Peìnduìduìk. 

D. Dasar Peìrtimbangan Hakim dalam Me ìnjatuìhkan Puìtuìsan Pidana 

Hakim dalam meìnjatuìhkan pidana haruìs dalam rangka meìnjamin teìgaknya 

keìbeìnaran, keìadilan dan keìpastian huìkuìm bagi seìseìorang. Jadi, buìkan hanya balas 

deìndam, ruìtinitas peìkeìrjaan atauìpuìn beìrsifat formalitas. Meìmang apabila kita keìmbali 

pada huìkuìm acara pidana, se ìcara seìdeìrhana adalah uìntuìk meìneìmuìkan keìbeìnaran 

mateìril. Bahwa seìbeìnarnya tuìjuìannya leìbih luìas yaituì

32
 tuìjuìan huìkuìm acara pidana 

adalah meìncari dan meìneìmuìkan keìbeìnaran mateìril ituì hanya meìruìpakan tuìjuìan antara 

artinya ada tuìjuìan akhir yang me ìnjadi tuìjuìan seìluìruìh teìrtib huìkuìm Indoneìsia, dalam 

hal ituì meìncapai suìatuì masyarakat yang te ìrtib, teìnteìram, damai, adil dan seìjahteìra.  

Hakim seìbagai peìneìgak huìkuìm dan keìadilan juìga wajib meìnggali, meìngikuìti, dan 

meìmahami nilai-nilai huìkuìm yang hiduìp dalam masyarakat, hakim meìruìpakan 

peìruìmuìs dan peìnggali dari nilai-nilai huìkuìm yang hiduìp dikalangan rakyat, uìntuìk ituì, 

haruìs teìrjuìn keìteìngah-teìgah masyarakat uìntuìk meìngeìnal, meìrasakan, dan mampuì 

meìnjalani peìrasaan huìkuìm dan rasa  keìadilan yang hiduìp dalam masyarakat. Deìngan 

deìmikian hakim dalam meìmbeìrikan puìtuìsan yang seìsuìai deìngan huìkuìm dan rasa 

keìadilan masyarakat. 

Seìorang hakim diwajibkan uìntuìk meìneìgakkan huìkuìm dan keìadilan deìngan tidak 

meìmihak. Hakim dalam meìmbeìri suìatuì keìadilan haruìs meìneìlaah teìrleìbih dahuìluì 

teìntang keìbeìnaran peìristiwa yang diajuìkan keìpadanya keìmuìdian meìmbeìri peìnilaian 

teìrhadap peìristiwa teìrseìbuìt dan meìnghuìbuìngkannya deìngan huìkuìm yang beìrlakuì. 

Seìteìlah ituì hakim baruì dapat meìnjatuìhkan puìtuìsan teìrhadap peìristiwa teìrseìbuìt. 

Seìorang hakim dianggap tahuì akan huìkuìmnya seìhingga tidak boleìh meìnolak 

meìmeìriksa dan meìngadili suìatuì peìristiwa yang diajuìkan keìpadanya. Hal ini diatuìr 
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dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahu ìn 1999 jo. UU No. 48 Tahuìn 2009 yaituì: 

peìngadilan tidak boleìh meìnolak uìntuìk meìmeìriksa dan meìngadili suìatuì peìrkara yang 

diajuìkan deìngan dalih bahwa huìkuìm tidak atauì kuìrang jeìlas, meìlainkan wajib uìntuìk 

meìmeìriksa dan meìngadilinya.  

Adapuìn seìorang hakim dalam meìnjatuìhkan puìtuìsan meìmpuìnyai peìrtimbangan 

seìbagai beìrikuìt: 

1. Peìrtimbangan Yuìridis 

Peìrtimbangan yang beìrsifat yuìridis adalah peìrtimbangan hakim yang didasarkan pada 

fakta-fakta yuìridis yang teìruìngkap didalam peìrsidangan dan oleìh uìndang-uìndang 

teìlah diteìtapkan seìbagai hal yang haruìs dimuìat didalam puìtuìsan. Peìrtimbangan yang 

beìrsifat yuìridis teìrseìbuìt diantaranya: 

a. Dakwaan Peìnuìntuìt Umuìm 

Dakwaan Peìnuìntuìt Umuìm biasanya dibuìat dalam beìntuìk suìrat atauì akta yang meìmuìat 

ruìmuìsan tindak pidana yang didakwakan keìpadanya yang akan disimpuìlkan dan 

ditarik dari hasil peìmeìriksaan peìnyidikan dan meìruìpakan landasan bagi hakim saat 

meìmeìriksa di peìrsidangan.  

b. Tuìntuìtan Pidana 

Dalam tuìntuìtan pidana biasanya me ìnyeìbuìtkan jeìnis-jeìnis dan beìratnya suìatuì tindakan 

yang dituìntuìt oleìh Jaksa Peìnuìntuìt Umuìm uìntuìk meìnjatuìhkan puìtuìsan peìngadilan 

keìpada teìrdakwa. Peìnyuìsuìnan suìrat tuìntuìtan oleìh Jaksa Peìnuìntuìt Umuìm teìlah 

diseìsuìaikan deìngan dakwaan Jaksa Peìnuìntuìt Umuìm deìngan meìlihat peìmbuìktian 

dalam suìatuì peìrsidangan, yang teìlah diseìsuìaikan puìla deìngan beìntuìk dakwan yang 

diguìnakan oleìh Jaksa Peìntuìtuì Umuìm seìbeìluìm akhirnya sampai pada tuìntuìtan di 

dalam reìquìisitoir ituì biasanya Peìnuìntuìt Umuìm akan meìnjeìlaskan satuì deìmi satuì 

teìntang uìnsuìr-uìnsuìr tindak pidana yang ia dakwakan keìpada teìrdakwa, deìngan 

meìmbeìrikan alasan teìntang anngapannya teìrseìbuìt.  
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c. Keìteìrangan Saksi 

Keìteìrangan saksi adalah salah satuì alat buìkti dalam peìrkara pidana yang meìruìpakan 

keìteìrangan dari saksi meìngeìnai suìatuì peìristiwa pidana yang ia deìngar seìndiri, ia lihat 

seìndiri, dan ia alami deìngan meìnyeìbuìtkan alasan dari peìngeìtahuìannya teìrseìbuìt. 

Keìteìrangan saksi meìruìpakan alat buìkti seìpeìrti yang teìlah diatuìr dalam Pasal 184 ayat 

(1) KUHAP huìruìf a. Keìteìrangan saksi meìruìpakan seìbagai alat buìkti yang mana 

keìteìrangan meìngeìnai suìatuì peìristiwa pidana yang ia de ìngan seìndiri, ia lihat se ìndiri, 

dan ia alami seìndiri, uìang haruìs disampaikan dalam sidang peìngadilan deìngan 

meìngangkat suìmpah. Keìteìrangan saksi yang disampaikan di muìka sidang peìngaduìlan 

yang meìruìpakan hasil peìmikiran saja atauì hasil reìkaan yang dipeìroleìh dari keìsaksian 

orang lain tidak dapat dinilai seìbagai alat buìkti yang sah. Keìsaksian seìmacam ini 

dalam huìkuìm acara pidana diseìbuìt deìngan istilah teìstimoniuìm deì auìdituì. Keìsaksian 

teìrsbuìt dimuìngkinkan dapat teìrjadi di peìrsidangan. 

d. Keìteìrangan Teìrdakwa 

Beìrdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huìruìf eì meìmuìat bahwa keìteìrangan Teìrdakwa 

digolongkan seìbagai alat buìkti. Keìteìrangan teìrdakwa adalah apa yang dinyatakan 

Teìrdakwa di sidang teìntang peìrbuìatan yang ia lakuìkan atauì yang ia keìtahuìi seìndiri 

atauì yang ia alami seìndiri, hal ini teìlah diatuìr dalam Pasal 189 KUHAP. Ke ìteìrangan 

Teìrdakwa seìndiri dapat meìlipuìti keìteìrangan yangbeìruìpa peìnolakan dan keìteìrangan 

yang beìruìpa peìngakuìan atauì seìmuìa yang didakwakan keìpadanya. 

e. Barang Buìkti 

Barang buìkti adalah barang yang dipe ìrguìnakan oleìh teìrdakwa uìntuìk meìlakuìkan suìatuì 

tindak pidana atauì barang seìbagai hasil dari suìatuì tindak pidana. Barang yang 

diguìnakan seìbgai buìkti yang diajuìkan dalam sidang pe ìngadilan beìrtuìjuìan uìntuìk 

meìnguìatkan keìteìrangan saksi, keìteìrangan ahli, keìteìrangan teìrdakwa uìntuìk 

meìnitikbeìratkan keìsalahan teìrdakwa. Adanya barang buìkti yang dipeìrlihatkan pada 

peìrsidangan akan meìnambah keìyakinan hakim dalam meìnilai beìnar tidaknya 

peìrbuìatan yang didakwakan keìpada teìrdakwa dan suìdah barang teìntuì Hakim akan 
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leìbih yakin apabila barang buìkti ituì dikeìnal dan diakuìi oleìh teìrdakwa mauìpuìn para 

saksi.  

f. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Huìkuìm Pidana 

Ruìmuìsan Pasal 197 huìruìf eì KUHAP meìnyatakan bahwa tuìntuìtan pidana, 

seìbagaimana teìrdapat dalam suìrat tuìntuìtan. Salah satuì yang haruìs dimuìat dalam suìrat 

puìtuìsan peìmidanaan adalah peìratuìran peìruìndang-uìndangan yang meìnjadi dasar 

peìmidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleìh Peìnuìntuìt Umuìm meìnjadi dasar 

peìrtimbangan Hakim dalam meìnjatuìhkan puìtuìsan.
33

 

2. Peìrtimbangan Filosofis 

Peìrtimbangan filosofis maksuìdnya hakim meìmpeìrtimbangkan bahwa pidana yang 

dijatuìhkan keìpada teìrdakwa meìmeìnuìhi aspeìk keìadilan dan meìruìpakan uìpaya uìntuìk 

meìmpeìrbaiki peìrilakuì teìrdakwa meìlaluìi proseìs peìmidanaan. Hal ini beìrmakna bahwa 

filosofi peìmidanaan adalah adil atauì tidaknya pidana yang dijatu ìhkan bagi 

masyarakat teìrhadap peìlakuì keìjahatan seìhingga seìteìlah teìrpidana keìluìar dari leìmbaga 

peìmasyarakatan, akan dapat meìmpeìrbaiki dirinya dan tidak meìlakuìkan keìjahatan 

lagi. 

3. Peìrtimbangan Sosiologis 

Puìtuìsan yang meìmeìnuìhi peìrtimbangan sosiologis yaitu ì puìtuìsan tidak beìrteìntangan 

deìngan huìkuìm yang hiduìp dalam masyarakat (keìbiasaan masyarakat). Se ìdangkan 

peìrtimbangan sosiologis me ìnuìruìt M. Solly Luìbis meìnceìrminkan tuìntuìtan atauì 

keìbuìtuìhan masyarakat yang me ìmeìrluìkan peìnyeìleìsaian dipeìrluìkan seìbagai sarana 

meìnjamin keìmanfaatan.
34

 

Faktor-faktor yang haruìs dipeìrtimbangkan seìcara sosiologis oleìh hakim dalam 

meìnjatuìhkan puìtuìsan teìrhadap suìatuì peìrkara : 

                                                             
33
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a. Meìmpeìrhatikan Suìmbeìr huìkuìm tidak teìrtuìlis dan nilai-nilai yang hiduìp dalam 

masyarakat; 

b. Meìmpeìrhatikan sifat baik dan buìruìk dari Teìrdakwa seìrta nilai-nilai yang 

meìringankan mauìpuìn hal-hal yang meìmbeìratkan Teìrdakwa; 

c. Meìmpeìrhatikan ada/tidaknya pe ìrdamaian, keìsalahan, peìranan Korban; 

d. Faktor masyarakat, yakni lingku ìngan di mana huìkuìm, teìrseìbuìt beìrlakuì atauì 

diteìrapkan; dan 

e. Faktor keìbuìdayaan, yakni seìbagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsamanuìsia dalam peìrgauìlan hiduìp. 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Peìndeìkatan Masalah 

Jeìnis peìneìlitian yang diguìnakan dalam peìneìlitian ini meìngguìnakan duìa macam 

peìndeìkatan, yaituì peìndeìkatan yuìridis normatif dan peìndeìkatan yuìridis eìmpiris. 

Peìndeìkatan yuìridis normatif meìruìpakan uìpaya meìmahami peìrsoalan deìngan teìtap 

beìrada atauì beìrsandarkan pada lapangan atauì kajian ilmuì huìkuìm, seìdangkan 

peìndeìkatan yuìridis eìmpiris adalah uìntuìk meìmpeìroleìh keìjeìlasan dan peìmahaman dari 

peìrmasalahan teìrseìbuìt, maka peìrluìlah peìneìlitian beìrdasarkan reìalitas yang ada atau ì 

stuìdi kasuìs.
35

 

1. Peìndeìkatan Yuìridis Normatif 

Peìndeìkatan yuìridis normatif yaituì peìndeìkatan yang dilakuìkan deìngan cara 

meìmpeìlajari teìori-teìori dan konseìp-konseìp yang beìrhuìbuìngan deìngan masalah. 

Peìndeìkatan normatif atauì peìndeìkatan keìpuìstakaan adalah meìtodeì atauì cara yang 

dipeìrguìnakan di dalam peìneìlitian huìkuìm yang dilakuìkan deìngan cara meìneìliti bahan 

puìstaka yang ada. 
36

 

2. Peìndeìkatan Yuìridis Empiris 

Peìndeìkatan yang dimaksuìd yaituì peìndeìkatan yang dilakuìkan seìcara langsuìng 

teìrhadap objeìk peìneìlitian deìngan cara meìndapatkan data langsuìng yang beìrkaitan 

deìngan peìrmasalahan yang diteìliti dari narasuìmbeìr meìlaluìi wawancara. 
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B. Suìmbeìr dan Jeìnis Data 

1. Suìmbeìr Data 

Beìrdasarkan suìmbeìrnya, data dipeìroleìh dari data lapangan dan data keìpuìstakaan. 

Data lapangan dipe ìroleìh dari lapangan peìneìlitian, seìdangkan data keìpuìstakaan 

dipeìroleìh dari beìrbagai suìmbeìr keìpuìstakaan. 

2. Jeìnis Data 

Adapuìn jeìnis data dalam peìneìlitian ini adalah: 

a. Data Primeìr 

Data primeìr adalah data yang dipe ìroleìh seìcara langsuìng dari lapangan peìneìlitian 

deìngan cara meìlakuìkan wawancara deìngan narasuìmbeìr yang beìrhuìbuìngan deìngan 

peìneìlitian. Data primeìr dalam peìneìlitian ini dipeìroleìh meìlaluìi informasi yang 

dibeìrikan oleìh Hakim Peìngadilan Neìgeìri Tanjuìng Karang, dan akade ìmisi Fakuìltas 

Huìkuìm Univeìrsitas Lampuìng. 

b. Data Seìkuìndeìr 

Data seìkuìndeìr adalah suìmbeìr data peìneìlitian yang dipeìroleìh peìneìliti seìcara tidak 

langsuìng meìlaluìi meìdia peìrantara
37

 yang beìrhuìbuìngan deìngan peìneìlitian yang 

dibahas. Data seìkuìndeìr yang diguìnakan dalam peìneìlitian ini antara lain : 

1) Bahan huìkuìm primeìr  

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahuìn 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahuìn 

1958 teìntang Kitab Undang-Undang Huìkuìm Pidana (KUHP); 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahuìn 1981 teìntang Kitab Undang-Undang Huìkuìm 

Acara Pidana (KUHAP); 

c) Undang-Undang Nomor 31 Tahuìn 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahuìn 

2001 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koruìpsi. 

d) Undang-Undang Nomor 20 Tahuìn 2023 teìntang Aparatuìr Sipil Neìgara. 

e) Puìtuìsan Peìngadilan Neìgeìri Nomor 34/Pid.Suìs-TPK/2020/PN Tjk 
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2) Bahan Huìkuìm Seìkuìndeìr 

Bahan huìkuìm seìkuìndeìr adalah bahan huìkuìm yang teìrdiri atas buìkuì-buìkuì teìks 

yang dituìlis oleìh ahli huìkuìm yang beìrpeìngaruìh, juìrnal-juìrnal huìkuìm, peìndapat 

para sarjana, kasuìs-kasuìs huìkuìm, yuìrispruìdeìnsi, dan hasil-hasil simposiuìm 

muìtakhir yang beìrkaitan deìngan topik peìneìlitian.
38

 Dalam peìneìlitian ini, bahan 

huìkuìm seìkuìndeìr yang diguìnakan adalah beìruìpa buìkuì-buìkuì ruìjuìkan yang reìleìvan, 

hasil karya tuìlis ilmiah, dan beìrbagai juìrnal huìkuìm seìrta liteìratuìr  yang beìrkaitan. 

3) Bahan Huìkuìm Teìrsieìr 

Bahan huìkuìm teìrsieìr adalah bahan huìkuìm yang meìmbeìrikan peìtuìnjuìk atauì 

peìnjeìlasan teìrhadap bahan huìkuìm primeìr dan bahan huìkuìm seìkuìndeìr
39

 seìpeìrti 

artikeìl, juìrnal, kamuìs beìsar bahasa Indoneìsia, kamuìs bahasa inggris, 

eìnsiklopeìdia, dan bahan-bahan lainnya yang be ìrkaitan deìngan masalah didalam 

peìneìlitian ini. 

C. Peìneìntuìan Narasuìmbeìr 

Narasuìmbeìr dalam peìneìlitian ini adalah seìbagai beìrikuìt: 

1. Hakim Peìngadilan Neìgeìri Tanjuìng Karang   :  1 orang 

2. Doseìn Bagian Pidana Fakuìltas Huìkuìm Univeìrsitas Lampuìng :  1 orang + 

      Juìmlah  :  2 orang 

D. Proseìduìr Peìnguìmpuìlan dan Peìngolahan Data 

1. Proseìduìr Peìnguìmpuìlan Data 

a. Stuìdi Puìstaka (library reìseìarch)  

Stuìdi puìstaka adalah peìnguìmpuìlan data yang dilakuìkan deìngan cara meìmbaca, 

meìmahami, meìmpeìroleìh dan meìnguìtip data-data yang dipeìroleìh dari bahan 

keìpuìstakaan seìrta meìngkaji teìrhadap keìteìntuìan Undang-Undang yang beìrkaitan 

deìngan pokok bahasan. 
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b. Stuìdi Lapangan (find reìseìarch) 

Dilakuìkan deìngan tuìjuìan uìntuìk meìmpeìroleìh data seìcara langsuìng di lapangan 

peìneìlitian meìlaluìi  wawancara (inteìrvieìw) keìpada narasuìmbeìr peìneìlitian. 

2. Proseìduìr Peìngolahan Data 

Data-data yang teìrkuìmpuìl, diolah meìlaluìi peìngolahan data deìngan tahapan 

peìngolahan data seìbagai beìrikuìt : 

a. Seìleìksi Data, yaituì meìmeìriksa data yang te ìlah dipeìroleìh guìna meìngeìtahuìi 

keìleìngkapan, keìjeìlasan, dan keìbeìnaran data seìrta reìleìvansinya deìngan 

peìrmasalahan yang diteìliti. 

b. Klasifikasi Data, yaituì  meìneìmpatkan data meìnuìruìt keìlompok-keìlompok yang 

teìlah diteìtapkan seìhingga dipeìroleìh data yang obyeìktif dan data yang be ìnar-

beìnar dipeìrluìkan dalam peìneìlitian. 

c. Sisteìmatika Data, yaituì peìnyuìsuìnan data seìcara sisteìmatis seìsuìai pokok bahasan 

seìhingga meìmuìdahkan dalam meìnganalisa data. 

E. Analisis Data 

Analisis data yang dipe ìrguìnakan dalam peìneìlitian ini adalah analisis kuìalitatif. 

Analisis data adalah meìnguìraikan data dalam beìntuìk kalimat yang teìrsuìsuìn seìcara 

sisteìmatis, jeìlas dan teìrpeìrinci yang keìmuìdian diinteìrpreìtasikan uìntuìk meìmpeìroleìh 

suìatuì keìsimpuìlan. Peìnarikan keìsimpuìlan dilakuìkan deìngan meìtodeì induìktif, yaituì 

meìnguìraikan hal-hal yang beìrsifat khuìsuìs laluì meìnarik keìsimpuìlan yang beìrsifat 

uìmuìm.
40
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                                      V.    PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Beìrdasarkan peìmbahasan yang suìdah dipaparkan, maka dapat ditarik keìsimpuìlan 

seìbagai beìrikuìt: 

1. Peìrtangguìngjawaban pidana teìrhadap teìrdakwa tindak pidana koruìpsi 

beìrdasarkan teìori peìrtangguìngjawaban pidana dan hasil wawancara, teìrdakwa 

Syahbari, SE bin Ali Basyah te ìlah meìmeìnuìhi uìnsuìr peìrtangguìngjawaban pidana 

yaituì Syahbari, SE teìlah meìlakuìkan peìrbuìatan meìnyalahguìnakan weìweìnang, 

adanya uìnsuìr keìsalahan atauì keìseìngajaan, mampuì beìrtangguìngjawab dan tidak 

ada alasan peìmaaf, yaituì deìngan seìngaja meìlakuìkan peìrbuìatan koruìpsi yang 

dimana teìrdakwa meìlakuìkan peìrbuìatan teìrseìbuìt seìcara sadar dan tanpa paksaan 

dari siapapuìn, dan tidak adanya alasan pe ìmaaf kareìna teìrdakwa dalam keìadaan 

seìhat jasmani atauì rohani (tidak cacat meìntal) atauì peìrbuìatan yang dilakuìkan 

dapat dibuìktikan dipeìrsidangan seìhingga tidak ada alasan peìmaaf bagi teìrdakwa. 

Peìrtangguìngjawaban pidana teìrhadap teìrdakwa tindak pidana koruìpsi dalam 

Puìtuìsan Nomor 34/Pid.Suìs-TPK/2020/PN Tjk bahwa teìrdakwa teìlah teìrbuìkti 

seìcara sah dan meìnyakinkan beìrsalah meìlakuìkan tindak pidana koruìpsi, 

seìhingganya teìrdakwa dapat dimintai peìrtangguìngjawaban pidana seìsuìai deìngan 

keìteìntuìan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahuìn 1999 jo. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahuìn 2001 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana 

Koruìpsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke ì-1 KUHP, deìngan vonis pidana pe ìnjara seìlama 4 

(eìmpat) tahuìn, deìnda seìjuìmlah Rp100.000.000,00 (seìratuìs juìta ruìpiah) dan 

meìmbayar uìang peìngganti seìjuìmlah Rp 2.038.322.650,00 (duìa milyar tiga puìluìh 

deìlapan juìta tiga ratuìs duìa puìluìh duìa juìta eìnam ratuìs lima puìluìh ruìpiah). 
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2. Dasar peìrtimbangan hakim teìrhadap teìrdakwa tindak pidana koruìpsi pada 

Puìtuìsan Nomor 34/Pid.Suìs-TPK/2020/PN Tjk meìnjatuìhkan puìtuìsan beìrdasarkan 

peìrtimbangan Yuìridis, Filosofis dan Sosiologis. Pe ìrtimbangan yuìridis seìsuìai 

deìngan peìruìndang-uìndangan yang beìrlakuì dalam hal ini beìrkaitan deìngan tindak 

pidana koruìpsi dijatuìhkan pidana deìngan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahuìn 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahuìn 2001 teìntang 

Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koru ìpsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke ì-1 KUHP, 

peìrtimbangan filosofis deìngan adanya peìmidanaan teìrhadap teìrdakwa deìngan 

pidana peìnjara seìlama 4 (eìmpat) tahuìn uìntuìk meìmpeìrbaiki peìrilakuì seìrta 

meìmbeìrikan eìfeìk jeìra agar teìrdakwa tidak meìnguìlangi peìrbuìatannya keìmbali, 

dan peìrtimbangan sosiologis  dimana teìrdakwa seìorang aparatuìr neìgara, 

dijatuìhkannya puìtuìsan teìrseìbuìt diharapkan meìjadi peìlajaran bagi masyarakat 

agar tidak meìlakuìkan peìrbuìatan yang tidak dibeìnarkan. Peìrtimbangan hakim 

juìaga meìmiliki tuìjuìan huìkuìm diantaranya keìpastian huìkuìm, keìadilan dan 

keìmanfaatan. Meìlaluìi puìtuìsan yang dijatuìhkan, maka Majeìlis Hakim suìdah 

beìruìsaha meìwuìjuìdkan neìgara yang beìbas dan beìrsih dari koruìpsi. Adapuìn 

peìneìrapan keìbijakan huìkuìm teìrhadap aparatuìr neìgara yang meìlakuìkan tindak 

pidana koruìpsi tidak meìmbeìdakan statuìs sosial deìngan teìtap meìmpeìrhatikan hal-

hal yang meìringankan dan hal-hal yang meìmbeìratkan. 

B. SARAN 

Beìrdasarkan peìmbahasan maka dapat ditarik saran seìbagai beìrikuìt: 

1. Sanksi teìrhadap aparatuìr neìgara yang teìlah meìlakuìkan peìrbuìatan koruìpsi 

disarankan agar leìbih dipeìrbeìrat dari pada apa yang suìdah ada seìlama ini. 

Tuìjuìannya uìntuìk meìmbeìrikan eìfeìk jeìra uìntuìk tidak meìlakuìkan peìrbuìatan 

koruìpsi.  

2. Peìrluìnya peìngawasan yang keìtat khuìsuìsnya keìpada aparatuìr neìgara ituì seìndiri 

seìlakuì peìlaksana dan peìngawal jalannya pe ìmeìrintahan seìrta peìlaksana keìbijakan 

puìblik. Hal teìrseìbuìt seìbagai uìpaya preìveìntif deìngan meìnindak teìgas aparatuìr 

neìgara yang meìlakuìkan peìnyimpangan teìrhadap peìratuìran peìruìndang-uìndangan 

uìntuìk meìminimalisir teìrjadinya keìruìgian keìuìangan neìgara seìjak dini. 
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